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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 
1. Agency Theory 

Agency Theory atau teori agen diperkenalkan untuk 

pertama kalinya dalam literatur ekonomi untuk memberikan 

model teoretis dari hubungan antara satu pihak (prinsipal) kepada 

pihak lain (agen). Agency Theory mendapat banyak perhatian 

dalam literatur organisasi dan sistem informasi. Agency Theory 

bertujuan untuk menjelaskan perilaku organisasi secara global 

dengan menekankan pada hubungan antara manajer perusahaan 

sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori ini 

diambil oleh beberapa peneliti dalam beberapa disiplin ilmu, 

antara lain bidang akuntansi oleh Baiman pada tahun 1990, 

bidang hukum oleh Banfield pada tahun 1965, bidang ekonomi 

oleh Cooper pada tahun 1949 dan 1951, bidang ekonomi oleh 

Ross pada tahun 1973, bidang keuangan oleh Jensen dan 

Meckling pada tahun 1976, bidang sosiologi oleh Sharpiro pada 

tahun 1987, bidang strategi oleh Barnard pada tahun 1938, serta 

bidang ilmu politik oleh Mitnick pada tahun 1982 dan 1993.
191

 

Agency Theory berpendapat bahwa kepentingan pemilik 

perusahaan mungkin berbeda dengan manajer yang membuat 

keputusan investasi. Sehingga perbedaan tujuan dari keduanya 

menyebabkan masalah keagenan yaitu manajer berperilaku yang 

tidak konsisten dengan kepentingan pemilik perusahaan.
192,193 

Agency Theory menyatakan suatu hubungan yang terjadi antara 

agen (manajeman suatu badan hukum atau usaha) dengan 

prinsipal (pemilik badan hukum atau usaha). Agen mempunyai 

tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan, sementara prinsipal 

mempunyai kewajiban tertentu untuk memberikan suatu imbalan 

kepada si agen. Agency Theory menyatakan adanya suatu 

hubungan asimetri antara manajer (selaku agen) dengan para 

investor atau pemegang saham (selaku prinsipal). Hal ini terjadi 

                                                           
191 Félix Zogning, “Agency Theory: A Critical Review,” European Journal of 

Business and Management 9, no. 2 (2017): 1. 
192 Eugene F. Fama, “Agency Problems and the Theory of the Firm,” Journal of 

Political Economy 88, no. 2 (1980): 288–307. 
193 Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics 3, 

no. 4 (1976): 305–360. 
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dengan sebab bahwa manajer lebih paham dan mengetahui 

mengenai seluk beluk atau informasi yang berasal dari internal 

perusahaan dan memliki pengetahuan mengenai keadaan atau 

prospek perusahaan ke depannya dibandingkan oleh para investor 

atau yang sering disebut sebagai pemegang saham maupun 

stakeholder yang lain.
194

 

Agency Theory bersumber dari suatu asumsi yang 

menyatakan bahwa individu melakukan pemaksimalan suatu 

tingkat kepuasan yang merupakan harapan. Pemaksimalan 

dilakukan dengan adanya kemampuan sumber daya yang 

memadai melalui adanya kemampuan sumber daya yang dirasa 

cukup memadai dan suatu inovasi dalam melakukan tindakan 

sehingga dikeluarkannya pengungkapan yang didasarkan oleh 

acuan Agency Theory menjadi suatu manfaat dengan harapan 

individu melakukan suatu aksi. Penyediaan segala informasi 

dalam akuntansi menunjukkan bahwa Agency Theory memiliki 

peranan yang cukup penting. Seorang agen akan melaporkan 

kepada prinsipal mengenai semua informasi dan kejadian-

kejadian yang muncul dan hadir dalam periode yang sudah 

terlewatkan.
195

 

Praktik akuntasi yang dilakukan oleh masyarakat muslim 

bersumber dari Al-Quran, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 

sebagai berikut. 

تُمْ بِدَيْنٍ اِلىْٰٓ اَجَلٍ مُّسَمَّى فاَكْتُ بُ وْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ  يَْٰٰٓ ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓا اِذَاتَدَايَ ن ْ
ُ فَ لْيَكْ  نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَايََْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللٰ   تُبْ ۚب َّي ْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 

telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 

menuliskan ....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).
196

 

 

                                                           
194 Tommy Kurniasih and Maria M Ratna Sari, “Pegaruh Return on Assets, 

Leverage, Corporage Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada 

Tax Avoidance,” Buletin Studi Ekonomi 18, no. 1 (2013): 59. 
195 Mariska Dewi Anggraeni, “Agency Theory Dalam Perspektif Islam,” JHI 9, 

no. 2 (2011), 1. 
196 Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al-Quddus Al-Quran Terjemah (Kudus: CV. 

Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 47. 
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Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa adanya 

perintah Allah SWT. Kepada hamba-Nya untuk melakukan 

pencatatan atas transaki yang dilakukan oleh seseorang bersama 

orang lain. Maksud dari adanya perintah dalam Q.S. Al-Baqarah 

ayat 282 ini yaitu bahwa praktik melakukan pencatatan atas suatu 

transaksi harus dilakukan dengan memenuhi kriteria yang benar 

(adil dan jujur). Substansi tersebut juga berlaku sepanjang masa, 

serta tidak ada pembatasan ruang maupun waktu.
197

 

Penelitian ini menggunakan Agency Theory dengan 

adanya sebuah asumsi bahwa manusia mempunyai sifat egois. 

Selain itu, Agency Theory juga memiliki implikasi adanya 

hubungan asimetri informasi antara agen (manajer) dengan 

prinsipal (pemilik). Manajer yang bertindak sebagai pelaku 

dalam kegiatan operasional perusahaan tentu lebih banyak 

mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan 

internal perusahaan. Sehingga timbul suatu gap atau kesenjangan 

mengenai informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan 

pemilik. Sebuah keputusan tidak akan pernah bisa memberikan 

kepuasan bagi kedua belah pihak (baik prinsipal maupun agen) 

kecuali adanya sebuah kontrak yang mengikat. Oleh karena itu, 

muncul perilaku agresif Tax Avoidance dalam rangka menjadi 

jembatan agency problem tersebut dan mengoptimalkan adanya 

dua kepentingan (prinsipal dan agen).
198

 

Agency Theory menyatakan bahwa pemilik meminta 

manajer untuk meminimalkan keuntungan yang dibayarkan 

kepada negara dalam bentuk pajak. Dalam praktik teori 

keagenan, manajer akan mencari cara untuk menggunakan teknik 

dan metode penilaian aset, kewajiban, modal, pendapatan dan 

pengeluaran, serta bukan bertentangan dengan peraturan 

pemerintah berkaitan dengan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, 

manajer melakukan perencanaan pajak dimana membuat 

penghematan pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada 

mengenai perpajakan.
199

 

Langkah-langkah Tax Avoidance dalam Agency Theory 

didefinisikan sebagai rent extraction. Rent extraction adalah 

                                                           
197 Anggraeni, 5. 
198 Dewa Ayu Intan Sri Devi and A.A. Ngurah Bagus Dwirandra, “GCG 

Moderation and Leverage on The Effect of Company Size on Tax Avoidance,” E-Jurnal 

Akuntansi 30, no. 10 (2020): 2580-2581. 
199 Pasca Dwi Putra, Dedy Husrizal Syah, and Tuti Sriwedari, “Tax Avoidance: 

Evidence of As a Proof of Agency Theory and Tax Planning,” IJRR: International 

Journal of Research and Review 5, no. 9 (2018): 56. 
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tindakan dari manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan 

pemilik atau pemegang saham, tetapi untuk kepentingan 

pribadi.
200

 Langkah-langkah Tax Avoidance dalam pandangan 

kontemporer memiliki dua tujuan, bukan hanya untuk menutupi 

opini dari otoritas pajak tetapi juga untuk menutupi kegiatan yang 

dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.
201

 Hubungan 

agen mengakibatkan dua masalah, pertama yaitu terjadinya 

asimetri informasi dimana manajemen lebih banyak mendapatkan 

informasi tentang posisi anggaran yang sebenarnya dan posisi 

operasi entitas pemilik sehingga mendorong agen untuk 

menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan prinsip, kedua 

yaitu terjadinya benturan kepentingan karena ketidaksamaan 

tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik.
202

 

Agency Theory mengasumsikan bahwa masing-masing 

pihak dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga dapat 

menyebabkan perselisihan antara prinsipal dan agen. Dalam hal 

ini, fiskus bertindak sebagai prinsipal dan wajib pajak perusahaan 

sebagai agen yang harus mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku.
203

 Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak akan pernah 

memuaskan prinsipal atau agen, dan masalah keagenan akan 

mengarah pada perilaku Tax Avoidance. Hal ini dikarenakan, 

pada satu sisi prinsipal menginginkan peningkatan kompensasi 

melalui keuntungan yang lebih tinggi sementara agen di sisi lain 

ingin menghapus biaya pajak melalui keuntungan yang lebih 

rendah. Dari dua perspektif yang berbada tersebut, terdapat 

konflik antara fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak.
204

 

                                                           
200 Victor Pattiasina et al., “Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in 

Indonesia,” International Journal of Social Sciences and Humanities 3, no. 1 (2019): 62. 
201 Imron Septiadi, Anton Robiansyah, and Eddy Suranta, “Pengaruh Manajemen 

Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax 

Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang 

Listing Di BEI 2013-2015),” Journal of Applied Managerial Accounting 1, no. 2 (2017): 

118. 
202 Pattiasina et al., “Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia”: 

62-63.  
203 Maria Qibti Mahdiana and Muhammad Nuryatno Amin, “Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax 

Avoidance,” Jurnal Akuntansi Trisakti 7, no. 1 (2020): 129. 
204 Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2019),” JAK: 

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 26, no. 1 (2021): 3, 

https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246. 
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Tindakan manajemen dianggap eksklusif untuk 

pengurangan pajak dengan mengatur kegiatan pajak agresif yang 

sudah umum di semua perusahaan di seluruh dunia.
205

 Pajak 

berperan sebagai faktor motivasi bagi manajer dalam membuat 

keputusan. Ada sebuah kemungkinan agresivitas perusahaan 

dalam perilaku penghindaran pajak yang belum sesuai dengan 

keinginan pemegang saham dari sebuah perusahaan, yang 

merupakan perbedaan antara keinginan pemegang saham dengan 

perilaku manajemen yang sering disebut sebagai Agency 

Theory.
206

 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan 

tentang hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) 

dan manajemen perusahaan, dan diantara mereka manajemen 

bertindak sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham 

(shareholder).
207

 Manajemen memberikan pekerjaan, tugas dan 

otoritas untuk mengelola perusahaan di bawah pengawasan 

pemegang saham.
208

 Dalam praktiknya, prinsipal berkeinginan 

untuk membayar pajak dengan manajemen dalam jumlah yang 

sebenarnya, sedangkan administrasi ingin meminimalkan beban 

pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.
209

 

Meskipun adakalanya kepentingan manajemen dan pemegang 

saham adalah sama. Dengan cara ini, hal-hal yang bisa 

mendorong Tax Avoidance juga dapat dihasilkan.
210

 Sehingga 

agresivitas pajak ditentukan oleh sifat dan tingkat konflik 

keagenannya. 

                                                           
205 Ahmed Boussaidi and Mounira Sidhom Hamed, “The Impact of Governance 
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Penggunaan Agency Theory pada penelitian ini atas dasar 

asumsi bahwa adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak 

(prinsipal dan agen). Tax Avoidance yang muncul dalam praktik 

perpajakan di perusahaan terjadi diakibatkan oleh asumsi teori 

agen. Terjadinya konflik kepentingan antara kedua belah pihak 

(agen dan prinsipal) mempengaruhi praktik Tax Avoidance, 

sehingga adanya upaya untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadi dari masing-masing pihak tersebut. Agency Theory 

hubungannya dengan Tax Avoidance bahwa prinsipal memiliki 

keinginan untuk melakukan pembayaran pajak dengan 

manajemen dalam jumlah yang sebenarnya, sedangkan 

administrasi ingin melakukan peminimalan beban pajak dalam 

rangka mendapatkan keuntungan dengan persentase yang lebih 

tinggi. Berdasarkan dua sisi kepentingan dari dua pihak tersebut, 

maka Agency Theory dijadikan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini. 

2. Corporate Social Responsibility 

a. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility diartikan sebagai 

komitmen usaha bisnis dalam rangka berkontribusi untuk 

pengembangan ekonomi, beraksi secara etis, melakukan 

peningkatan kualitas hidup pekerja, masyarakat setempat, 

serta masyarakat secara luas.
211

 Corporate Social 

Responsibility ialah suatu komitmen yang harus dilakukan 

pelaku usaha untuk bertindak secara etis, melakukan 

operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku (legal), 

serta memberikan kontribusi bagi berkembangnya 

perekonomian yang berkelanjutan.
212

 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

diperlukan karena dapat membuat perusahaan mampu 

menciptakan suasana kondusif untuk dapat melakukan 

kegiatan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, 

pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan 

salah satu strategi bisnis untuk menciptakan citra baik 

perusahaan terutama di daerah yang mendapatkan dana 

                                                           
211 Yeyet Rohyati and Suripto, “Corporate Social Responsibility , Good Corporate 

Governance , and Management Compensation against Tax Avoidance,” BIRCI-Journal: 

Budapest International Research and Critics Institute-Journal 4, no. 2 (2021): 2616. 
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Keuangan 9, no. 2 (2020): 107. 
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Corporate Social Responsibility dari perusahaan.
213

 Sehingga 

terlihat jelas bahwa Corporate Social Responsibility 

berkontribusi bagi masyarakat umum. 

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat 

luas menimbulkan banyak masalah. Dampak negatif 

perusahaan tidak dapat dihindari, sedangkan stakeholders 

secara langsung atau tidak langsung harus menanggung 

beban biaya eksternal. Dari situ potensi klaim stakeholders 

kepada perusahaan sangat tinggi.
214

 Stakeholders dapat 

mempengaruhi penggunaan sumber daya keuangan 

perusahaan. Konteks ini menjadikan Corporate Social 

Responsibility sebagai bagian dari strategi yang tepat untuk 

mempertahankan hubungan dengan stakeholders sehingga 

mereka dapat mencapai dan membangun hubungan 

keberlanjutan yang harmonis di perusahaan.
215

 Lingkup 

stakeholders pada perusahaan beserta kriteria kepuasan yang 

harus dilakukan pemenuhan oleh perusahaan sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Stakeholders pada Perusahan dan Kriteria 

Kepuasan 

Stakeholders Kriteria Kepuasan Stakeholders 

Pemerintah Perpajakan, Undang-Undang, PPN, 

Pelaporan jujur, Legalitas, Keamanan 

kerja, Pekerjaan, Keragaman, 

Eksternalitas, Komunikasi jujur, 

Penghargaan, Imbalan 

Pelanggan Nilai pelanggan, Kualitas produk, 

Produk etis, Layanan pelanggan 

Supplier Pemasok produk dan layanan yang 

digunakan dalam produk akhir untuk 

                                                           
213 Bayu Tri Cahya, Inada Rizqy, and Widi Savitri Andriasari, “Analysis of Public 

Share Ownership, Company Characteristics and Disclosure Rate of Corporate Social 

Responsibilty at Islamic Commercial Banks in Indonesia,” IHTIYATH: Jurnal 

Manajemen Keuangan Syariah 6, no. 1 (2022): 33. 
214 Nor Hadi and Udin Udin, “Testing the Effectiveness of CSR Dimensions for 

Small Business Entrepreneurs,” Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 

Complexity 7, no. 6 (2021): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.3390/joitmc7010006. 
215 Ajeng Tita Nawangsari, Ashari Lintang Yudhanti, and Hera Rusyda, 
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Di Jakarta Islamic Index (JII),” Journal of Accounting Science 6, no. 2 (2022): 135, 

https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614. 
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pelanggan, Peluang bisnis yang adil 

Kreditor Likuiditas, Skor baru, Kontrak kredit 

Masyarakat Perlindungan lingkungan, Saham,  

Pekerjaan, Komunikasi jujur, 

Keterlibatan 

Serikat Pekerja Perlindungan pekerja, Kualitas, 

Pekerjaan 

Pemilik Profitability, Meningkatkan modal, 

Pangsa pasar, Umur panjang, 

Perencanaan suksesi, Tujuan sosial 

Investor Return hasil investasi 

Sumber: Diolah dari Certo dan Certo, 2023216 

 

Keberhasilan sebuah perusahaan tergantung pada 

kemampuannya untuk menyeimbangkan kepentingan yang 

beragam dari pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. 

Stakeholder dapat diartikan setiap kelompok atau individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian 

tujuan organisasi.
217

 Selain itu, kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders, serta 

dukungan tersebut harus diupayakan agar kegiatan 

perusahaan mencari dukungan tersebut. Pengungkapan sosial 

sebagai salah satu bagian dari dialog antara perusahaan dan 

pemangku kepentingannya.
218

 Pendapat lain juga menyatakan 

bahwa perusahaan yang bukan hanya mengutamakan 

kepentingan stakeholders tetapi perusahaan mulai 

mengutamakan masyarakat dan lingkungan sosial. Sehingga 

stakeholders dan lingkungan sosial perusahaan sama 

pentingnya. Jadi dapat dinyatakan bahwa setiap perusahaan 

memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka 

                                                           
216 S.T. Certo and S.C. Certo, Modern Management (United States: Pearson 

Prentice Hall, 2006), 365-372. 
217 R. Edward Freeman and John McVea, “A Stakeholder Approach to Strategic 

Management,” Darden Graduate School Working Paper, 2001: 16. 
218 R. Gray, R. Kouhy, and S. Lavers, “Corporate Social and Environmental 

Reporting: A Review of Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure,” 

Accounting, Auditing and Accountability Journal 8, no. 2 (1995): 53. 
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untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terkena dampak dari kegiatan perusahaan.
219

 

Pengungkapan informasi keuangan, sosial dan 

lingkungan merupakan bagian dari informasi antara 

perusahaan dengan stakeholders tentang kegiatan perusahaan 

yang dapat mengubah persepsi dan harapan.
220

 Pengungkapan 

tersebut bagian dari harapan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang masih tersedia untuk stakeholders dan akses 

dukungan stakeholders untuk kelangsungan hidup pekerja. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang semakin 

baik menyebabkan adanya dukungan stakeholders kepada 

perusahaan secara penuh untuk semua aktivitasnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan yang 

diharapkan perusahaan.
221

 

Corporate Social Responsibility dan perpajakan 

merupakan dua aspek yang sama-sama diprioritaskan untuk 

kepentingan masyarakat umum. Hal ini menjelaskan bahwa 

besarnya aktivitas Corporate Social Responsibility akan 

mendorong perusahaan lebih terbuka dalam melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya.
222

 Perusahaan yang taat terhadap 

pembayaran pajak sejatinya turut berkontribusi bagi negara 

dalam rangka membangun infrastruktur publik yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Tingginya tingkat pengungkapan indeks 

Corporate Social Responsibility maka mengindikasikan 

bahwa praktik perusahaan menghindari pajak tersebut 

tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa 

penghindaran pajak dirasa sebagai sebuah tindakan yang 

dinilai sangatlah tidak etis.
223
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Reporting, Accountability and Organisational Change,” Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 20, no. 3 (2007): 383, 
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223 Dewi Kusuma Wardani and Ratri Purwaningrum, “Pengaruh Karakteristik 
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Pada dasarnya penerapan Corporate Social 

Responsibility sesuai dengan peraturan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab yang harus 

dilakukan oleh perusahaan meliputi aspek ekonomi, sosial, 

hukum, serta moral dan etika. Aspek ekonomi menuntut 

perusahaan agar aktif dan produktif dalam menghasilkan 

barang atau jasa. Aspek sosial menuntut perusahaan untuk 

aktif berpartisipasi dalam rangka memberikan keuntungan 

bagi pihak di luar komunitasnya. Aspek hukum menuntut 

perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan usaha dan bisnis 

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Aspek moral 

dan etika menuntut perusahaan agar mengikuti dan 

melaksanakan nilai dan norma yang berlaku.
224

 

Esensi dari adanya Corporate Social Responsibility 

dalam rangka meningkatkan kemampuan perusahan untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat dan 

stakeholder terkait dengan lingkungannya, masyarakat dan 

stakeholder yang terkait secara lokal, nasional dan global. 

Singkatnya, Corporate Social Responsibility menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk bertindak 

jujur, mematuhi hukum, mempertahankan integritas, bukan 

korupsi. Penekanan pada Corporate Social Responsibility 

bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang 

berkelanjutan secara etika, ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Bukan menjadi suatu hal yang aneh apabila Corporate Social 

Responsibility dipandang sebagai jawaban praktik bisnis yang 

berorientasi pada keuntungan yang sebanyak mungkin. 

Bahkan beberapa orang berpikir begitu Corporate Social 

Responsibility dipandang sebagai beban yang mengganggu 

fokus perusahaan untuk memaksimalkan stakeholder. 

Mengingat Corporate Social Responsibility yang bersifat 

intangible, menyebabkan sulitnya pengukuran 

keberhasilannya. Itu sebabnya kita memerlukan strategi, 

konsep dan aplikasi yang ditargetkan.
225

 

Corporate Social Responsibility menjadi media penting 

dalam mengelola perusahaan secara lebih manusiawi dengan 

memperhatikan planet dan manusia. Wujud tanggung jawab 
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sosial mengacu pada realisasi sistematis, proaktif, terstuktur 

dan keberlanjutan dalam operasi bisnis yang dapat diterima 

secara sosial dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, 

operasional perusahaan perlu bersinergi dengan menjaga 

lingkungan sosial dan fisik. Corporate Social Responsibility 

mengarahkan pengelolaan perusahaan pada beberapa 

orientasi, yaitu komitmen serius yang wajib dan sukarela, 

kepedulian lingkungan fisik dan sosial parsial, amal dan 

pengembangan masyarakat, keberlanjutan, peningkatan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal, akuntabilitas, 

pengungkapan, etika bisnis, pertumbuhan ekonomi dan 

umpan balik.
226

 

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bagian 

yang tak terpisahkan dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Corporate Social Responsibility bertujuan 

sebagai pengungkapan dan bukti nyata sebuah organisasi atau 

perusahaan kepada berbagai bidang kehidupan, antara lain 

kontribusi bagi masyarakat setempat, lingkungan setempat, 

serta berbagai hal lain yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan. Corporate Social Responsibility sangat penting 

bagi keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan citra 

perusahaan di mata masyarakat. 

b. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility 

Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat jika dicermati 

seringkali menemui ketidakefektifan. Biaya program 

Corporate Social Responsibility yang dibebankan oleh 

perusahaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat 

belum seimbang antara input, output dan income. 

Permsalahan tersebut disebabkan karena desain dan bentuk 

program atau kegiatan Corporate Social Responsibility lebih 

banyak dilihat dari motif manajemen, dan dalam 

merumuskan program tersebut tidak mendasarkan pada 

kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, Corporate Social 

Responsibility lebih mengarah pada kesesuaian dengan 

operasional perusahaan.
227
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Corporate Social Responsibility dikenal juga dengan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Baru pada awal 

tahun 2000-an kegiatan Corporate Social Responsibility 

dilaksanakan di Indonesia. Meskipun kegiatan dengan inti 

dasar yang sama telah berlangsung selama bertahun-tahun 

yaitu 1970-an dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang 

paling sederhana seperti donasi hingga yang paling lengkap 

seperti penggabungan ke dalam strategi sebuah perusahaan 

dalam mengelola bisnisnya. Menyadari pentingnya 

Corporate Social Responsibility, pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility memerlukan Undang-Undang 

penegakan untuk mengatur bagaimana ketentuan diterapkan. 

Adapun regulasi yang mendukung pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility di Indonesia sebagai berikut.
228

 

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

Peraturan yang terikat dengan Perseroan Terbatas 

yang operasionalnya berhubungan dengan Sumber Daya 

Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007. Pasal 74 berbunyi: (1) Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam, wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban 

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseoran 

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
229

 

Untuk menghitung jumlah dana Corporate Social 

Responsibility yang persentasenya dapat diukur dari 
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profit atau besarnya keuntungan perusahaan, apakah 

sebesar 2,5% atau 3% dari keuntungan asalkan sesuai 

dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran. 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Bentuk pertanggungjawaban Perseroan Terbatas 

berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada 

pihak-pihak yang terlibat terkena dampak kerusakan 

lingkungan. Peraturan mengenai hal ini yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab yang 

besar atas kerusakan lingkungan ini didasarkan pada 

tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan 

istilah absolute liability. Tanggung jawab yang mutlak di 

sini berarti Perseroan Terbatas yang kegiatannya 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang sepenuhnya 

bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan 

oleh kewajiban untuk segera mengganti kerugian setelah 

terjadinya kontaminasi atau kerusakan lingkungan. 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 

Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan 

dan penegakan hukum. Hal ini dicantmkan dengan jelas 

pada Undang-Undang Bab X bagian 3 pasal 69 tentang 

pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, yang meiputi larangan polusi, 

penetrasi benda berbahaya dan racun (B3), penetrasi 

limbah ke media lingkungan, pembukaan lahan dengan 

cara pembakaran, dan sebagainya. 

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal 

Peraturan yang memiliki ikatan pada jenis 

perusahaan penanaman modal yaitu Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 15 (b) berbunyi: “Setiap 

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan.” Sanksi-sanksi diatur dalam 
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Pasal 34, antara lain: (a) Peringatan tertulis; (b) 

pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan 

usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) 

pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal.
230

 

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi 

Peraturan Corporate Social Responsibility bagi 

perusahaan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 13 Ayat (3) (p) 

disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-

ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat 

sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan 

Terbatas 

Peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

Peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa perusahaan 

yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang 

berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab 

sosial dan lingkungan tersebut harus diselenggarakan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan dan 

kewajaran. 

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri BUMN 

No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan 

Peraturan yang memiliki ikatan dengan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan 

Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program 

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan ini 

bagian dari pengejawantaran dari Undang-Undang 

BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Program Kemitraan Bina 
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Lingkungan (PKBL) terdiri dari program penguatan 

usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir 

dan pendampingan (disebut Program kemitraan), serta 

program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar 

(disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana 

kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. 

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang forum tanggung jawab 

dunia usaha dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial. 

Kementerian Sosial memandang penting untuk 

membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan di 

tingkat provinsi, sebagai sarana kemitraan antara 

pemerintah dan dunia usaha. Rekomendasi Kementerian 

Sosial yaitu membentuk forum Corporate Social 

Responsibility  di tingkat provinsi serta mengisi struktur 

kepengurusan dan dikonfimasi oleh gubernur.
231

 

c. Corporate Social Responsibility di Indonesia 

Corporate Social Responsibility yang terjadi di negara 

maju seperti Amerika Serikat lebih didasarkan atas 

kesukarelaan (voluntary). Artinya, aktivitas Corporate Social 

Responsibility tidak didasarkan atas undang-undang, akan 

tetapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas Corporate 

Social Responsibility dilakukan secara sukarela. Hal ini bisa 

juga disebut sebagai discretionary. Selain itu, dalam green 

paper diketahui bahwa komisi Eropa melakukan best 

practice terhadap aktivitas Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan secara sukarela.
232

 

Corporate Social Responsibility di negara-negara Eropa 

dilakukan secara etis dan sukarela. Hal ini berbeda dengan 

Indonesia, perusahaan memiliki kewajiban untuk 

memberikan Corporate Social Responsibility sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. 

Harapannya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 

peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, sehingga diatur 

dengan Undang-Undang. Artinya jika perusahaan tidak 

memberikan Corporate Social Responsibility maka harus 
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dikenakan sanksi hukum, tetapi sanksi tersebut tidak 

disebutkan secara jelas. Ketidakjelasan ini akan mempersulit 

penegakan hukum. Penegakan hukum secara substansi harus 

dikonstruksikan dengan Undang-Undang lain, artinya tidak 

hanya Undang-Undang Perseroan terbatas tetapi juga 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup agar ada kejelasan sanksi. Penegakan hukum selain 

dipengaruhi oleh struktur hukum, juga budaya hukum. 

Sehingga keterkaitan tersebut dapat memberikan penegakan 

hukum berjalan sesuai dengan ketentuan.
233

 

Banyak perusahaan yang berskala menengah melakukan 

kegiatan bisnisnya dengan melakukan eksploitasi terhadap 

sumber daya alam. Contohnya yaitu di Kalimantan, banyak 

perusahaan batu bara yang menguasai sumber daya alam. 

Sumber daya alam tersebut seharusnya dimiliki bersama, 

akan tetapi dieksploitasi untuk kepentingan mereka demi 

mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sehingga perusahaan 

semacam itu tidak menggunakan strategi bisnis berbasis 

Corporate Social Responsibility. Kasus ini menyebabkan 

perlunya penerapan peraturan mandatory yang berhubungan 

dengan Corporate Social Responsibility. Artinya, perlu 

adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di 

Indonesia. Hal ini mengingat masih rendahnya kesadaran 

masyarakat maupun perusahaan terhadap sosial dan 

lingkungan di Indonesia. 

Corporate Social Responsibility yang diterapkan di 

Indonesia bersifat mandatory sesuai amanat Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Walaupun adanya kewajiban yang diatur dalam undang-

undang, tidak semua pengeluaran Corporate Social 

Responsibility dapat djadikan sebagai penghasilan bruto. Hal 

ini dikarenakan dapat menghilangkan potensi pajak dengan 

tarif PPh badan sebesar 22% yang harus ditanggung 

pemerintah. Pasal 6 ayat 1 huruf i,j,k,l dan m, Undang-

Undang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 

mengatur beberapa hal terkait dengan pengurangan 

penghasilan bruto dari Corporate Social Responsibility 

dengan penjelasan sebagai berikut. 
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1) Pengeluaran hanya dibatasi pada sumbangan yang 

diberikan untuk menganggulangi bencana alam, fasilitas 

pendidikan, pengembangan dan penelitian, pembinaan 

olahraga, serta pembangunan sarana infrastruktur. 

2) Memiliki pendapatan bersih fiskal dari tahun pajak 

sebelumnya. 

3) Memiliki bukti sah dan NPWP. 

4) Besarnya tidak lebih dari 5% dari penghasilan netto 

tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan kerugian.
234

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2012, 

ada beberapa biaya Corporate Social Responsibility yang 

dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto 

dalam perhitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut. 

1) Sumbangan yang disampaikan melalui lembaga 

penelitian dan pengembangan dalam bentuk pelatihan 

dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. 

2) Sumbangan yang diberikan dalam rangka untuk 

penanggulangan bencana nasional. 

3) Sumbangan yang diberikan dalam rangka pembinaan 

olahraga, baik melakukan pembinaan, pengembangan, 

maupun pengkoordinasian suatu gabungan organisasi 

cabang atau jenis olahraga. 

4) Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan 

prasarana seperti infrastruktur umum dan bersifat nirlaba. 

5) Sumbangan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi 

pendidikan melalui Lembaga pendidikan.
235

 

Beberapa sumbangan yang diberikan oleh perusahaan 

dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan 

persyaratan sebagai berikut. 

1) Wajib pajak mempunyai penghasilan netto fiskal yang 

didasarkan pada SPT PPh tahun pajak sebelumnya. 

2) Biaya atau sumbangan yang diberikan tidak 

menimbulkan kerugian pada Tahun Pajak sumbangan 

diberikan, ada dukungan bukti yang sah, serta lembaga 

penerima bantuan juga memiliki NPWP. 
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3) Nilai biaya atau sumbangan sosial yang bisa dilakukan 

pengurangan dari penghasilan bruto tidak lebih dari 5% 

untuk satu tahun.
236

 

Selain Corporate Social Responsibility, biaya promosi 

juga dapat dijadikan sebagai biaya pengurang pajak. Biaya 

promosi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan 

kaitannya untuk memperkenalkan produk demi 

meningkatkan penjualan, sebagaimana diatur dala Peraturan 

Menteri Keuangan No. 02/PMK.03/2010. Beberapa biaya 

promosi yang dapat diguakan sebagai pengurang penghasilan 

bruto antara lain biaya untuk iklan, biaya untuk mengenalkan 

produk baru, biaya untuk memamerkan produk, serta biaya 

sponsorship yang berhubungan dengan promosi. Atas dasar 

hal tersebut, banyak perusahaan yang memasukkan 

Corporate Social Responsibility yang tidak memenuhi 

kriteria Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2020 ke dalam 

biaya sponsorship dengan tujuan untuk memperoleh 

pengurangan terhadap penghasilan bruto.
237

 

d. Islamic Corporate Social Responsibility 

Penyebutan Corporate Social Responsibility versi Islam 

yaitu Islamic Corporate Social Responsibility. Suatu indeks 

yang berlaku pada perusahaan yang berhubungan pada 

tanggung jawab sosial organisasi yang berpedoman pada 

prinsip Islam disebut sebagai Islamic Corporate Social 

Responsibility. Perwujudan Islamic Corporate Social 

Responsibility sebagai wujud tanggung jawab organisasi 

kepada masyarakat dan sebagai wujud tanggung jawab 

terhadap Allah SWT. Corporate Social Responsibility versi 

Islam dapat dihitung menggunaan indeks Islamic Social 

Reporting. Implementasi Islamic Social Reporting sebagai 

pengungkapan dan wujud pertanggungjawaban yang 

bersumber pada prinsip dan falsafah dari Al-Quran dan 

hadis.
238
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Islamic Social Reporting didefinisikan sebagai suatu 

pengukuran laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pelaku usaha yang pelaksanaannya sesuai dengan pedoman 

syariah. Dua tujuan utama dalam Islamic Corporate Social 

Responsibility yaitu sebagai perwujudan kepada Allah SWT. 

mengenai akuntabilitas. Tujuan kedua yaitu sebagai 

perwujudan penyajian infomasi yang memiliki keterkaitan 

dengan kebutuhan spiritual masyarakat muslim secara 

transparan. Selain itu, pelaporan terkait lingkungan, 

karyawan, maupun kepentingan dari kaum minoritas harus 

dilaporkan secara adil dan transparan.
239

 

Islamic Social Reporting merupakan pelaporan sosial 

yang melibatkan perspektif spiritual dan harapan holistik 

masyarakat mengenai peran perusahaan dalam masyarakat.
240

 

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam bukanlah hal 

yang baru. Pada dasarnya, Allah SWT. Memerintahkan umat-

Nya untuk menjaga dan memelihara alam semesta 

sebagaimana dalam Q.S. Al-A’raf ayat 56 sebagai berikut. 

وَلَاتُ فْسِدُوْا فِِ الْاَرْضِ بَ عْدَاِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفً وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ 
 ۶۵رَحَْْتَ اللٰ ِ قَريِْبٌ مِ نَ الْمُحسِنِيَْْ 

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka 

bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah 

kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada 

orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-A’raf [7]: 

56).
241

 

 

Islam juga telah memerintahkan manusia untuk saling 

berbagi kepada sesama melalui pintu sedekah.
242

 Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taghabun 

ayat 16 sebagai berikut. 
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عُوْا وَانَْفِقُوْا خَي ْراً لِانَْ فُسِكُمْ ۗ وَمَنْ  فاَت َّقُوا اللٰ َ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسَْْعُوْ وَاَطِي ْ
 ۶۱ي ُّوْقَ شُحَّ تَ فْسِهِ فاَوُلْٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut 

kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan 

infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan 

barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka 

itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. At-

Taghabun [64]: 16).
243

 

 

Berdasarkan penjelasan ayat yang telah diuraikan, maka 

dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan manusia untuk 

menjaga alam semesta, yaitu bumi dan seisinya. Konsep ini 

selaras dengan triple bottom line. Seiring dengan adanya 

perkembangan waktu, terjadi pergeseran konsep mengenai 

nilai usaha yang berawal hanya 1P yaitu profit, menjadi 3P 

(triple bottom line), yaitu economic prosperity, 

environmental quality, dan social justice. Teori atau model 

triple bottom line of business dijadikan sebagai pilar dalam 

pengukuran kesuksesan perusahaan.
244

 Selain itu, teori atau 

model triple bottom line of business juga dapat dijadikan 

sebagai strategi bersaing yang unggul dalam dunia bisnis.
245

 

Teori atau model triple bottom line of business 

berkembang dengan asumsi bahwa perusahaan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan semata (profit), akan tetapi juga 

harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (people) 

dan tetap menjamin keberlangsungan hidup bumi (planet). 

Meskipun keuntungan menjadi hal utama dalam suatu bisnis, 

namun perusahaan juga tidak terlepas dari dukungan 

masyarakat dan seluruh operasional perusahaan berhubungan 

langsung dengan lingkungan.
246

 Hal ini juga selaras dengan 

prinsip maqasid shariah dalam Islam yang mengacu pada 
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tujuan sirkulasi kekayaan, transparansi dan keadilan.
247

 Setiap 

individu harus memperoleh kesamaan, keselarasan dan 

keseimbangan untuk menciptakan maslahah. Maslahah dalam 

hal ini salah satunya sebagai wujud kebermanfaatan kepada 

masyarakat yang merupakan bagian dari triple bottom line of 

business. 

Perkembangan triple bottom line of business diperluas 

menjadi fourth bottom line yang berorientasi tidak hanya 

pada bisnis, namun juga menyangkut pada nilai humanistik 

dan altruistik, antara lain beberapa prinsip yang berorientasi 

pada spiritualitas,
248

 etika,
249

 budaya dan rasa simpatik.
250

 

Konsep ekonomi tidak bisa terpisahkan dari nilai moral dan 

spiritual. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip dasar 

Islamic Corporate Social Responsibility antara lain unity 

(kesatuan), justice and equilibrium (keadilan dan 

keseimbangan), vicegerency and trusteeship (khalifah dan 

amanah), serta right and responsibilities (hak dan tanggung 

jawab).
251

 

Nilai-nilai ajaran dalam Islam memiliki keterkaitan 

dengan tanggung jawab sosial yang berkembang hingga 

sekarang. Tanggung jawab sosial dalam persepktif Islam 

bersumber pada Al-Quran. Beberapa prinsip yang menjadi 

dasar tanggung jawab sosial dalam Islam sebagai berikut.
252

 

1) Perwakilan 

Prinsip perwakilan mempunyai makna bahwa 

manusia diciptakan di bumi sebagai perwakilan dari 

Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. 

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut. 
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فَةً ۗ قاَلُوْْٓا اَتَجْعَلُ  ْ جَاعِلٌ فِِ الْاَرْضِ خَلِي ْ كَةِ اِني ِ ىِٕ
ٰۤ
وَاِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلٰ

 وَنَحْنُ نُسَبِ حُ بِحَمْدِكَ 
ءَۚ مَاٰۤ هَا وَيَسْفِكُ الدِ  هَا مَنْ ي ُّفْسِدُ فِي ْ فِي ْ

ْْٓ اعَْلَمُ مَا لَا  سُ لَكَ ۗ قاَلَ اِني ِ  ۶۳تَ عْلَمُوْنَ وَنُ قَدِ 
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan khalifah di bumi.” Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan 

orang yang merusak dan menumpahkan darah 

di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui”.” (Q.S. Al-Baqarah 

[2]: 30).
253

 

 

2) Tanggung jawab terhadap Allah SWT. 

Prinsip tanggung jawab kepada Allah SWT. 

Mempunyai makna bahwa manusia akan dimintakan 

pertanggungjawabannya di hari akhir atas semua 

perbuatan yang dilakukan di dunia. Hal ini sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Q.S. Az-Zalzalah ayat 7 

sebagai berikut. 

رًا ي َّرهَُۥ   ۶فَمَنْ ي َّعْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan 

seberat zarrah, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya” (Q.S. Az-Zalzalah [99]: 7).
254

 

 

3) Amar ma’ruf nahi munkar 

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar mempunyai 

makna bahwa adanya perintah untuk melakukan 

kebaikan dan melarang ada perbuatan yang jahat. 

Tanggung jawab ini meliputi keseluruhan aspek dari 

kehidupan manusia di bumi. Hal ini sebagaimana firman 

Allah SWT. dalam Q.S. At-Taubah ayat 71 sebagai 

berikut. 
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ءُ بَ عْضٍ  ۘ  يََْمُرُوْنَ  وَالْمُؤْمِنُ وْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَ عْضُهُمْ اوَْليَِاٰۤ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُ ؤْتُ وْنَ الزَّكٰوةَ بِالْمَ  عْرُوْفِ وَيَ ن ْ
ُ ۗ اِنَّ اللٰ َ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ  كَ سَيَ رْحَُْهُمُ اللٰ  ىِٕ

ٰۤ
عُوْنَ اللٰ َ وَرَسُوْلَهُٰۤ ۗ اوُلٰ وَيطُِي ْ

۶۱ 
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

(menyuruh) berbuat yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 

shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi 

rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah 

Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. At-

Taubah [9]: 71).
255

 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan ayat yang telah 

diuraikan, maka dapat dipahami bahwa nilai-nilai ajaran 

Islam berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial. 

Manusia sebagai khalifah di bumi harus memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap Allah SWT. dikarenakan manusia 

akan dimintakan pertanggungjawaban di hari akhir. Oleh 

karena itu, selama di dunia diperintahkan untuk mengerjakan 

kebaikan dan dilarang melakukan kejahatan. Konsep tersebut 

sesuai dengan penerapan Islamic Corporate Social 

Responsibility. 

Konsep Islamic Corporate Social Responsibility tidak 

hanya berorientasi pada pemenuhan harapan publik semata, 

akan tetapi merupakan wujud ketakwaan terhadap Allah 

SWT. Implementasi tanggung jawab sosial dalam hal ini juga 

harus sesuai dengan etika di masyarakat. Sehingga adanya 

perpaudan antara etika dan moralitas dapat menumbuhkan 

suatu keadilan yang distributif.
256

 Hal ini sesuai dengan 

ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan dalam 

kegiatan ekonomi. Keseimbangan ekonomi ini memiliki 

korelasi dengan keseimbangan sosial (social equilibrium). 

                                                           
255 Alquran, At-Taubah ayat 71, Al-Quddus Al-Quran Terjemah, 197. 
256 Siti Amaroh, “Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder 

Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (2016): 45. 



81 

Perwujudan keseimbangan sosial dalam ekonomi dapat 

mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan, 

kemiskinan dan masalah lainnya. 

Berdasarkan uraian mengenai Islamic Corporate Social 

Responsibility, maka dapat dipahami bahwa Islamic 

Corporate Social Responsibility berbeda dengan Corporate 

Social Responsibility. Konsep utama pada Corporate Social 

Responsibility yaitu tanggung jawab yang berorientasi pada 

masyarakat dan stakeholders. Sementara Islamic Corporate 

Social Responsibility memiliki konsep bahwa tanggung 

jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan tidak hanya 

sebatas pada masyarakat dan stakeholders, akan tetapi 

menjadikan Allah SWT. Sebagai tanggung jawab utama. Hal 

ini sesuai dengan peran manusia di bumi sebagai khalifah-

Nya. Tanggung jawab yang didasarkan pada Allah SWT. 

Akan memperoleh ridho-Nya. Sehinga hal ini dapat 

membantu perusahaan agar terhindar dari kegiatan muamalah 

yang dilarang dalam Islam, seperti maysir, gharar dan riba. 

Oleh karena itu, Islamic Corporate Social Responsibility 

sangat penting bagi operasional perusahaan, terlebih lagi 

dalam rangka menjaga reputasi dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

e. Islamic Social Reporting 

Salah satu topik yang cukup menarik dalam perhitungan 

akuntansi syariah yaitu mengenai Islamic Social Reporting. 

Hal ini mengingat bahwa lembaga keuangan syariah 

menggunakan Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) 

sebagai CSR disclosure. Indeks tersebut merupakan suatu 

acuan yang digunakan oleh perusahaan seluruh dunia tanpa 

mengacu pada aspek syariah maupun konvensional. Di sisi 

lain, praktik dan pedoman syariah tentunya berbeda dengan 

konvensional. Sehingga kehadiran Islamic Social Reporting 

ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang berkaitan 

dengan adanya pengungkapan aktivitas yang berhubungan 

dengan kesejahteraan sosial yang dilakukan pada organisasi 

bisnis yang menerapkan prinsip syariah.
257

 

Hukum syariah yang selama ini menjadi pedoman akan 

dijadikan sebagai dasar terbentuknya konsep etika dalam 

Islam. Etika perspektif Islam terdiri dari sepuluh etika yang 
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mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT., 

manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. 

Konsep etika perspektif Islam tersebut yaitu iman (faith), 

takwa (piety), amanah (trust), ibadah (workship), khilafah 

(vicegerent), ummah (community), keyakinan akan datangnya 

hari kiamat (akhirah day of reckoning), adil (justice) dan 

zulm (tyrnny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta 

i’tidal (moderation) dan israf (extravagance). Konsep etika 

tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan ekonomi, sosial 

dan politik. Islamic Social Reporting memiliki kedudukan 

pada aspek ekonomi, yaitu terkhusus pada akuntansi. Dengan 

demikian, Islamic Social Reporting menjadi bagian dari 

kerangka syariah.
258

 

Landasan dasar syariah dalam agama Islam diantaranya 

yaitu akidah (belief and faith), ibadah (worship) dan akhlak 

(morality and ethics).
259

 Hal utamanya yang berkaitan dengan 

ekonomi yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam perspektif 

Islam dimaknai sebagai suatu pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang dijalankan sesuai dengan kaidah 

syariah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut. 

ليَْسَ الْبرَّاَنْ تُ وَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبرَّ مَنْ اٰمَنَ 
كَةِ وَالْكِتٰبِ  ىِٕ

ٰۤ
َ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِ هِ بِاللٰ ِ وَالْيَ وْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰ وَالنَّبِيِْ 

لِيَْْ وَفِِ الر قِاَبِۚ  ىِٕ بِيْلِِۙ وَالسَّاٰۤ ذَوِى الْقُرْبٰٰ وَالْيَ تٰمٰى وَالْمَسٰكِيَْْ وَابْنَ السَّ
 وَاقَاَمَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ  وَالْمُوْفُ وْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصٰ بريِْنَ 
كَ هُمُ  ىِٕ

ٰۤ
كَ الَّذِيْنَ صَدَقُ وْا ۗ وَاوُلٰ ىِٕ

ٰۤ
ءِ وَحِيَْْ الْبَأْسِ ۗ اوُلٰ ءِ وَالضَّرَّاٰۤ

فِِ الْبَأْسَاٰۤ
 ۶۱الْمُت َّقُوْنَ 

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu 

ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu 

ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 

Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
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dan nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-

orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan 

(musafir), peminta-minta, dan untuk 

memerdekakan hamba sahaya, yang 

melaksanakan salat dan menunaikan zakat, 

orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, 

dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka 

itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqraah 

[2]: 177).
260

 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-

Quran telah mengintegrasikan makna dan tujuan pelaksanaan 

shalat dengan nilai-nilai sosial. Selain memberikan berbagai 

nilai keislaman seperti iman kepada Allah SWT., Kitab-Nya 

dan hari akhir, keimanan seseorang tidak sempurna tanpa 

diikuti dengan kepedulian terhadap sosial. Kepedulian sosial 

ini dapat berupa kepedulian terhadap anak yatim, kerabat, 

orang miskin dan musafir serta memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Komponen yang diungkapkan pada Islamic Social 

Reporting yaitu beberapa item yang pengungkapannya 

dijadikan menjadi indikator perusahaan dalam melaporkan 

tanggung jawab sosial organisasi versi Islam. Ada lima tema 

yang digunakan untuk mengungkapkan Islamic Social 

Reporting index. Tema pendanaan dan investasi, produk dan 

jasa, karyawan, masyarakat, serta lingkungan hidup 

merupakan lima tema utama dalam perhitungan indeks 

tersebut.
261

 Selain itu, ada tambahan tema lain yang masih 

berhubungan yaitu tema mengenai tata kelola perusahaan.
262

 

Beberapa tema pengungkapan Islamic Social Reporting 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Identifikasi Item Islamic Social Reporting Index 

No. Pokok-Pokok Pengungkapan ISR 
POIN 

A Tema Pembiayaan dan Investasi 
2014 

1 Kegiatan yang mengandung riba 
20 

2 
Pengungkapan kegiatan yang mengandung 

gharar atau tidak 
16 

3 Zakat 
1 

4 

Kebijakan atas keterlambatan pembayaran 

piutang dan penghapusan piutang tak 

tertagih 

13 

5 Pernyataan nilai tambah perusahaan 
10 

B Tema Produk dan Jasa 
 

6 
Produk atau kegiatan operasi ramah 

lingkungan 
18 

7 Kehalalan produk 
7 

8 Keamanan dan kualitas produk 
20 

9 Pelayanan pelanggan 
17 

C Tema Karyawan 
 

10 Jam kerja 
3 

11 Hari libur dan cuti 
7 

12 Tunjangan 
20 

13 Remunerasi 
20 

14 
Pendidikan dan pelatihan kerja 

(pengembangan sumber daya manusia) 
20 

15 
Kesempatan yang sama atau kesetaraan 

gender 
18 

16 
Keterlibatan karyawan dalam diskusi 

manajemen dan pengambilan keputusan 
3 

17 Kesehatan dan keselamatan kerja 
20 
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18 Lingkungan kerja 
20 

19 

Karyawan dari kelompok khusus (cacat 

fisik, mantan narapidana, mantan pecandu 

narkoba) 

1 

20 

Karyawan tingkat atas melaksanakan 

ibadah bersama-sama dengan karyawan 

tingkat menengah dan tingkat bawah 

1 

21 
Karyawan muslim diperbolehkan 

menjalankan ibadah 
0 

22 Tempat ibadah yang memadai 
2 

D Tema Masyarakat 
 

23 Sedekah, donasi, atau sumbangan 
16 

24 Wakaf 
0 

25 Qard Hasan 3 

26 Sukarelawan dari kalangan karyawan 
2 

27 Pemberian beasiswa sekolah 
14 

28 

Pemberdayaan kerja para lulusan 

sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja 

lapangan) 

8 

29 Pengembangan generasi muda 
19 

30 
Peningkatan kualitas hidup masyarakat 

kurang mampu 
17 

31 Kepedulian terhadap anak-anak 
19 

32 Kegiatan amal atau kegiatan sosial 
20 

33 

Mensponsori acara kesehatan masyarakat, 

proyek rekreasi, olahraga dan event budaya 

 

20 

E Tema Lingkungan 
 

34 Konservasi lingkungan 13 

35 
Kegiatan mengurangi efek terhadap 

pemanasan global 
17 
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36 Pendidikan mengenai lingkungan 
8 

37 
Pernyataan verifikasi independen atau audit 

lingkungan 
5 

38 Sistem manajemen lingkungan 
13 

F Tema Tata Kelola Perusahaan 
 

39 Status kepatuhan terhadap syariah 
0 

40 Struktur kepemilikan saham 
20 

41 Profil Dewan Direksi 
20 

42 
Pengungkapan melakukan praktik 

monopoli usaha atau tidak 
2 

43 

Pengungkapan melakukan praktik 

menimbun bahan kebutuhan pokok atau 

tidak 

0 

44 
Pengungkapan melakukan praktik 

manipulasi harga atau tidak 
0 

45 
Pengungkapan adanya perkara hukun atau 

tidak 
17 

46 
Kebijakan anti korupsi (code of conduct, 

whistleblowing system, dan lain-lain) 
15 

Sumber: Disertasi, diolah 2023263 

 

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka tingkat 

pengungkapan Islamic Social Reporting dapat dilihat 

berdasarkan beberapa item yang telah dijelaskan. Akan 

tetapi, pengungkapan Islamic Social Reporting dari setiap 

perusahaan juga memiliki perbedaan masing-masing. 

3. Financial Analysis Ratio 

Financial Analysis Ratio (analisis rasio keuangan) 

merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melakukan 

pengukuran terhadap kinerja perusahaan yang didasarkan pada 

data perbandingan dalam laporan keuangan, seperti laporan 

neraca, laba rugi dan arus kas dengan jangka waktu dalam satu 

                                                           
263 Bayu Tri Cahya, “Islamic Social Report: Ditinjau Dari Aspek Corporate 

Governance Strength, Media Exposure Dan Karakteristik Perusahaan Berbasis Syariah Di 

Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan” (Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2017), 12-14. 
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periode. Analisis rasio keuangan juga dapat diartikan sebagai alat 

analisis yang dinyatakan dalam arti absolut maupun relatif 

dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar elemen dalam 

suatu laporan keuangan (financial statement).264
 Selain itu, 

analisis rasio keuangan juga memiliki beberapa fungsi dalam 

perusahaan sebagai berikut. 

a. Mengetahui tren kinerja perusahaan dalam satu periode. 

b. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi sumber daya 

perusahaan, termasuk diantaranya supplier, proses produksi, 

peralatan dan karyawan. 

c. Sebagai acuan kegiatan investasi bagi investor. 

d. Sebagai acuan pertimbangan bagi kreditur. 

e. Sebagai alat penilaian bagi strategi yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka menciptakan keunggulan 

kompetitif. 

f. Sebagai alat analisis internal perusahaan serta daya saingnya 

dengan para kompetitor. 

g. Sebagai bahan yang dapat dijadikan referensi audit internal 

transaksi yang dilakukan perusahaan dari berbagai sektor. 

h. Menentukan nilai kewajaran dan keuntungan perusahaan. 

Perhitungan analisis laporan keuangan dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio yang digunakan untuk melakukan 

evaluasi keuangan di masa yang telah berlalu, masa saat ini dan 

masa yang akan datang. Pengukuran rasio dapat dilakukan 

dengan data-data yang bersumber dari neraca, rasio-rasio laporan 

laba rugi yang penyusunannya berdasarkan perhitungan laba rugi, 

serta rasio-rasio antar laporan yang penyusunannya berdasrakan 

data dalam neraca dan laporan laba rugi.
265

 Berikut jenis-jenis 

rasio keuangan. 

a. Liquidity Ratio 

Liquidity Ratio (rasio likuiditas) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban atau utang yang bersifat jangka 

pendek.
266

 Rasio likuiditas juga dapat diartikan sebagai suatu 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan utang jangka pendek menggunakan aktiva 

                                                           
264 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 2006), 95. 
265 Mohammad Sofyan, “Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan,” 

AKADEMIKA 17, no. 2 (2019): 116. 
266 Hantono, Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan 

SPSS (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 12. 
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lancar.
267

 Beberapa jenis rasio likuiditas yang digunakan 

perusahaan sebagai berikut.
268

 

1) Current Ratio 

Current Ratio (rasio lancar) menunjukkan 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek yang jatuh tempo. Apabila perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, maka 

perusahaan dikatakan likuid. Sebaliknya apabila 

perusaha tidak mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendek tersebut, maka perusahaan dikatakan ilikuid.
269

 

Rasio lancar juga dapat disebut sebagai rasio untuk 

mengukur tingkat keamanan (margin of safety) dari suatu 

perusahaan.
270

 Secara umum, perhitungan Current Ratio 

sebagai berikut. 

               
             

            
 

2) Quick Ratio 

Quick Ratio (rasio cepat) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang 

paling likuid dalam perusahaan.
271

 Quick Ratio 

menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling 

likuid dalam rangka meunasi utang perusahaan.
272

 

Semakin tinggi Quick Ratio menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki kondisi yang baik, serta perusahaan 

                                                           
267 Emi Masyitah and Kahar Karya Sarjana Harahap, “Analisis Kinerja Keuangan 

Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas,” JAKK: Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan Kontemporer 1, no. 1 (2018): 34. 
268 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 134. 
269 Surya Sanjaya and Roni Parlindungan Sipahutar, “Pengaruh Current Ratio, 

Debt to Asset Ratio Dan Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada 

Perusahaan Otomotif Dan Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” 

Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 7597, no. 2 (2019): 139. 
270 Mutiara Tumonggor, Sri Murni, and Paulina Van Rate, “Analisis Pengaruh 

Current Ratio, Return on Equity, Debt to Equity Dan Growth Terhadap Return Saham 

Pada Cosmetics and Household Industry Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016,” 

EMBA 5, no. 2 (2017): 2205. 
271 Dian Indah Sari, “Pengaruh Quick Ratio Total Asset Turnover Dan Return on 

Investment Terhadap Harga Saham,” BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 5, no. 2 

(2020): 124. 
272 Devi Riana and Lucia Ari Diyani, “Pengaruh Rasio Keuangan Dalam 

Memprediksi Perubahan Laba Pada Industri Farmasi (Studi Kasus Pada BEI Tahun 2011-

2014),” Jurnal Online Insan Akuntan 1, no. 1 (2016): 21. 
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dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
273

 Secara 

umum, perhitungan Quick Ratio sebagai berikut. 

            
                        

            
 

3) Cash Ratio 

Cash Ratio (rasio kas) menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang jangka pendek 

dengan menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan. 

Cash Ratio dianggap sebagai alat pengukuran besarnya 

uang kas yang mampu untuk membayar utang.
274

 

Semakin tinggi nilai Cash Ratio menunjukkan bahwa 

perusahaan semakin tinggi terhadap kemampuan dalam 

pembayaran utang perusahaan. Dengan demikian, kas 

hasil sisa pembayaran utang lancar dapat dibagikan 

sebagai deviden bagi para pemegang saham.
275

 Secara 

umum, perhitungan Cash Ratio sebagai berikut. 

            
                   

            
 

4) Inventory to NWC (Net Working Capital) 

Inventory to NWC (rasio persediaan terhadap modal) 

merupakan rasio yang dipergunakan dalam pengukuran 

atau perbandingan jumlah persediaan dengan modal 

kerja perusahaan.
276

 Semakin tinggi Inventory to NWC 

menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai persediaan 

dan piutang yang lebih tinggi, atau dengan kata lain 

mempunyai utang yang lebih rendah.
277

 Secara umum, 

perhitungan Inventory to NWC sebagai berikut. 
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b. Profitability Ratio 

Profitability diartikan sebagai rasio perusahaan yang 

dipergunakan untuk melakukan pengukuran suatu kinerja 

yang dilakukan oleh perusahaan. Profitability menunjukkan 

tingkat kemampuan yang dimiliki perusahaan yang 

berhubungan dengan perolehan laba dari kegiatan operasional 

perusahaan selama periode waktu tertentu yang dihitung pada 

tingkat aset, penjualan dan modal yang berasal dari saham. 

Profitability menunjukkan rasio keuangan yang 

pemakaiannya untuk melakukan pengukuran seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menikmati laba antara lain 

yang meliputi laba berdasarkan aset maupun laba rugi modal 

perusahaan.
278

 

Profitability Ratio (rasio profitabilitas) merupakan rasio 

yang dipergunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas pemanfaatan 

investasi dan sumber daya ekonomis dalam rangka 

menghasilkan keuntungan, sehingga pembagian laba dapat 

dilakukan oleh perusahaan kepada para investor.
279

 Beberapa 

jenis rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan sebagai 

berikut. 

1) Return on Assets 

Return on Assets (hasil pengembalian aset) 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan pemanfaatan aset yang dimiliki.
280

 Rasio 

pengukuran profitability salah satunya yaitu Return on 

Assets (ROA). Return on Assets (ROA) merupakan suatu 

persentase yang digunakan untuk melakukan perhitungan 

laba pada perusahaan yang didasarkan pada suatu tingkat 

                                                           
278 Ika Wahyuni, Moh. Aris Pasigai, and Faidhul Adzim, “Analisis Rasio 

Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Biringkassi 
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279 Masyitah and Harahap, “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio 

Likuiditas Dan Profitabilitas”: 33-34. 
280 Sanjaya and Sipahutar, “Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio Dan 

Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Otomotif Dan 

Komponennya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”: 138. 
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aset tertentu. Penggunaan Return on Assets (ROA) yaitu 

untuk memahami dan mengetahui secara keseluruhan 

suatu tingkat efisiensi operasinal perusahaan. Rasio 

Return on Assets (ROA) menunjukkan besarnya laba 

yang dikategorikan sebagai laba bersih yang didapatkan 

perusahaan jika pengukuran dilakukan menggunakan 

nilai aset.
281

 

Return on Assets (ROA) diartikan sebagai rasio yang 

dipergunakan untuk menguraikan besarnya kontribusi 

aset yang dapat menunjukkan perolehan laba bersih. 

Penggunaan rasio ini yaitu untuk melakukan pengukuran 

terhadap besarnya keseluruhan laba bersih hasil dari 

setiap dana yang ditanamkan melalui total aset.
282

 Return 

on Assets (ROA) menggambarkan pengukuran 

perusahaan ketika menghasilkan suatu laba dari hasil 

operasional perusahaan atas kemampuan aset. Return on 

Assets (ROA) merupakan rasio pengukuran terhadap 

kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan 

perolehan laba atas aset yang dimiliki perusahaan.
283

 

Return on Assets (ROA) akan mengalami perubahan jika 

terjadi perubahan pada profit margin atau assets 

turnover. Sehingga perusahaan dapat menggunakan salah 

satu atau keduanya dalam rangka menaikkan Return on 

Assets (ROA).
284

 

Return on Assets (ROA) digunakan untuk 

melakukan pengukuran perusahaan dalam penciptaan 

laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan di masa depan, Return on Assets 

(ROA) yang lebih tinggi dari kinerja perusahaan akan 
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menyebabkan perusahaan lebih efektif.
285

 Return on 

Assets (ROA) merupakan suatu pengukuran keuntungan 

bersih perusahaan dalam menggunakaan aset. Tingginya 

tingkat rasio Return on Assets (ROA) memberikan 

impilkasi bahwa tingginya keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan aset yang 

baik oleh perusahaan. Secara umum, perhitungan Return 

on Assets sebagai berikut.  

                  
           

          
 

2) Return on Equity 

Return on Equity (hasil pengembalian ekuitas) 

menunjukkan seberapa besar laba yang menjadi hak 

pemilik modal atau ekuitas.
286

 Return on Equity yang 

tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan 

unggul yang tahan lama dalam persaingan.
287

 Secara 

umum, perhitungan Return on Equity sebagai berikut. 

                  
           

             
 

3) Operating Profit Margin 

Operating Profit Margin (laba hasil operasional 

perusahaan) merupakan rasio yang dipergunakan untuk 

melakukan pengukuran seberapa besar persentase laba 

operasional atas penjualan bersih perusahaan.
288

 

Operating Profit Margin juga bisa digunakan untuk 

mengukur apakah harga biaya operasional terlalu tinggi 

atau rendah dibandingkan dengan para kompetitor.
289

 

Secara umum, perhitungan Operating Profit Margin 

sebagai berikut. 
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4) Net Profit Margin 

Net Profit Margin merupakan rasio yang 

dipergunakan dalam pengukuran persentase laba bersih 

terhadap penjualan bersih.
290

 Semakin tinggi Net Profit 

Margin menunjukkan operasional perusahaan yang 

semakin baik.
291

 Secara umum, perhitungan Net Profit 

Margin sebagai berikut. 

                   
           

                
 

c. Solvability Ratio 

Solvability Ratio (rasio solvabilitas) merupakan rasio 

yang dipergunakan untuk mengetahui leverage perusahaan. 

Rasio solvabilitas juga disebut sebagai rasio apakah 

perusahaan mampu melunasi utang.
292

 Berbagai sumber 

pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan disebut dengan 

Leverage. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan jangka 

panjang maupun pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan 

tersebut juga akan memunculkan suatu efek dalam 

perusahaan sehingga disebut dengan Leverage. “The use of 

debt, called leverage, can greatly affect the level and degree 

of change is the common earning”.
293

 Artinya “Utang yang 

digunakan perusahaan disebut Leverage, sangat mampu 

mempengaruhi tingkat derajat dan tingkat perubahan laba 

yang berasal dari saham”. Selain itu, Leverage juga dapat 

didefinisikan sebagai “the degree of firm borrowing”.
294

 

Artinya “Leverage sebagai suatu tingkat beban pinjaman 

yang dilakukan oleh perusahaan”. 

Leverage adalah rasio dalam aspek utang perusahaan 

yang dipergunakan dalam pembiayaan operasional 

perusahaan. Leverage merupakan suatu penambahan utang 

yang menyebabkan adanya biaya tambahan yang berasal dari 

bunga (interest) serta pengurangan beban pajak. Leverage 
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Akuntansi 9, no. 2 (2020): 222. 
292 Rinaldi Siringoringo and Francis Hutabarat, “Pengaruh Solvabilitas Terhadap 
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University Press, 1990). 
294 Lawrence D. Schall and Charles W. Haley, Introduction to Financial 

Management (New York: McGraw Hill, 1991). 
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menunjukkan rasio penambahan utang untuk membiayai 

kegiatan investasi. Leverage mengukur sejauh mana 

perusahaan menggunakan utang.
295

 

Perusahaan akan selalu menghadapi masalah utang 

apabila adanya sejumlah beban atau biaya yang ditanggung 

oleh perusahaan, baik biaya finansial ataupun biaya tetap 

operasi. Biaya yang disebut sebagai biaya finansial 

merupakan biaya atau pengeluaran bisnis yang dihitung 

sebagai akibat adanya pelaksanaan fungsi pendanaan. 

Sedangkan biaya operasi tetap merupakan beban atau biaya 

perusahaan yang perhitungannya berdasarkan pelaksanaan 

fungsi investasi. Sehingga biaya atau beban tersebut 

merupakan risiko yang ditanggung perusahaan dalam 

pelaksanaan keputusan keuangan. Perusahaan harus 

mengetahui besarnya tingkat risiko agar dapat meningkatkan 

volume kegiatan usaha dan operasi perusahaan.
296

 

Kebijakan Leverage menjadikan indikasi perusahaan 

melakukan suatu penghindaraan pajak karena termasuk 

dalam kebijakan pendanaan di perusahaan. Tingkat Leverage 

diukur dengan cara melakukan perbandingan keseluruhan 

kewajiban pelaku usaha dengan keseluruhan aktiva yang 

menjadi milik perusahaan. Beberapa jenis rasio solvabilitas 

yang digunakan perusahaan sebagai berikut. 

1) Debt to Assets Ratio 

Debt to Assets Ratio menunjukkan seberapa besar 

utang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva 

perusahaan.
297

 Debt to Assets Ratio juga dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara total utang dan aktiva 

perusahaan.
298

 Secara umum, perhitungan Debt to Assets 

Ratio sebagai berikut. 
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2) Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio menunjukkan rasio yang 

dipergunakan untuk melakukan penilaian utang dengan 

ekuitas. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang 

dipergunakan perusahaan untuk melakukan pengukuran 

terhadap besarnya beban utang yang ditanggung untuk 

memenuhi modal perusahaan.
299

 Secara umum, 

perhitungan Debt to Equity Ratio sebagai berikut. 

                      
            

       
 

3) Long-Term Debt to Equity Ratio 

Long-Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio 

yang dipergunakan perusahaan untuk mengukur 

besarnya utang perusahaan yang didanai oleh modal 

sendiri.
300

 Secara umum, perhitungan Long-Term Debt to 

Equity Ratio sebagai berikut. 

      
                     

             
 

4) Time Interest Earned Ratio 

Time Interest Earned Ratio merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk melihat kemapuan perusahaan 

dalam melakukan pembayaran bunga dan utangnya. 

Semakin tinggi Time Interest Earned Ratio menunjukkan 

bahwa semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga pinjaman.
301

 Secara umum, 

perhitungan Time Interest Earned Ratio sebagai berikut. 
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d. Activity Ratio 

Activity Ratio (rasio aktivitas) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas 

perusahaan dalam mempergunakan kepemilikan aset, 

termasuk untuk melakukan pengukuran tingkat efisiensi 

perusahaan dalam mempergunakan sumber daya.
302

 Beberapa 

jenis rasio aktivitas yang digunakan perusahaan sebagai 

berikut. 

1) Capital Intensity 

Capital Intensity (intensitas modal) merupakan 

aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

terkait dengan investasi dalam aset permanen. Capital 

Intensity menunjukkan ukuran aset perusahaan yang 

diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Capital Intensity 

dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan investasi yang berupa aktiva 

tetap (intensitas modal). Hal ini dikarenakan Capital 

Intensity dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.
303

 

Capital Intensity merupakan rasio aktivitas yang 

menunjukkan investasi perusahan pada aktiva tetap. 

Capital Intensity akan melihat gambaran besarnya 

kekayaan perusahaan berupa aset tetap dari total aset 

yang dimiliki.
304

 Capital Intensity adalah rasio keuangan 

(khususnya rasio efisiensi) yang menceritakan tentang 

banyak hal terkait dengan kesehatan perusahaan. Rasio 

ini pada dasarnya sebagai alat atau metrik yang 

menunjukkan seberapa efektif dan efisien suatu 

perusahan menggunakan modal atau asetnya untuk 

menghasilkan pendapatan. Secara khusus, rasio ini 

memberi tahu jumlah modal atau aset untuk 
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menghasilkan yang dibutuhkan perusahaan untuk 

menghasilkan satu dolar pendapatan.
305

 

Capital Intensity Ratio merupakan ukuran efisiensi 

keuangan suatu perusahaan. Dengan melihat jumlah aset 

atau modal yang dibutuhkan perusahaan untuk 

menghasilkan satu dolar pendapatan, dimungkinkan 

untuk mempelajari kesehatan dan stabilitas model 

bisnisnya secara keseluruhan. Capital Intensity Ratio 

signifikan ketika melihat laporan keuangan bisnis yang 

sangat padat modal. Istilah padat modal mengacu pada 

proses bisnis atau industri yang membutuhkan investasi 

dalam jumlah besar untuk menghasilkan barang atau jasa 

dan karenanya memiliki persentase aset tetap yang 

tinggi, seperti properti, pabrik dan peralatan. Perusahaan 

dalam industri padat modal seringkali ditandai dengan 

tingkat depresiasi yang tinggi.
306

 

Capital Intensity Ratio adalah ukuran efisiensi 

keuangan perusahaan. Capital Intensity dapat dilihat 

dengan menggunakan jumlah aset atau modal yang 

dibutuhkan perusahaan untuk mempelajari kesehatan dan 

stabilitas model bisnisnya secara keseluruhan. Capital 

Intensity Ratio signifikan ketika melihat laporan 

keuangan bisnis yang sangat padat modal.
307

 Bisnis padat 

modal adalah bisnis yang menginvestasikan sejumlah 

besar modal dalam proses produksinya. Mislanya, 

pembangkit listrik. Perusahaan semacam itu perlu 

berproduksi dalam volume tinggi untuk mendapatkan 

laba atas investasi mereka.
308

 Secara umum, perhitungan 

Capital Intensity sebagai berikut.
309,310,311
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Dengan kata sederhana, dapat dikatakan bahwa rasio 

ini memberitahu tentang keefektivan yang digunakan 

modal dan aset perusahaan untuk produksi. Rasio ini 

merupakan kebalikan dari Asset Turnover Ratio (rasio 

perputaran aset), artinya jika perusahaan memiliki rasio 

perputaran aset, maka rasio intensitas modal dapat 

ditemukan. Perusahaan perlu memiliki intensitas modal 

yang baik atau lebih tinggi untuk semua bisnis yang 

padat modal. Capital Intensity Ratio yang tinggi berarti 

perusahaan telah melakukan investasi besar dalam aset 

untuk menghasilkan pendapatan. 

2) Inventory Intensity 

Inventory Intensity (intensitas persediaan) 

merupakan proporsi persediaan yang dimiliki perusahaan 

terhadap total aktiva perusahaan.
312

 Investasi perusahaan 

dalam wujud persediaan di gudang menimbulkan 

munculnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan 

yang berakibat pada jumlah beban perusahaan yang 

meningkat yang dapat menjadikan laba perusahaan 

turun.
313

 Inventory Intensity diukur dengan 

membandingkan total persediaan dengan total aktiva 

milik perusahaan.
314

 

Inventory Intensity merupakan salah satu komponen 

aset yang diukur dengan membandingkan total 

persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi intensitas persediaan, maka semakin 

efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola 

persediannya. Inventory Intensity Ratio menunjukkan 
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efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam 

mengelola investasinya dalam persediaan yang tercermin 

dari berapa kali persediaam diputar selama periode 

tertentu. Jika intensitas persediaan tinggi, maka tingkat 

biaya akan menurun dan meningkatkan jum;ah 

keuntungan. Semakin tinggi intensitas persediaan akan 

meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.
315

 

Secara umum, perhitungan Inventory Intensity sebagai 

berikut.
316,317,318

 

                     
                

          
 

3) Accounts Receivable Turnover 

Accounts Receivable Turnover (perputaran piutang) 

merupakan suatu pengukuran dalam perusahaan untuk 

mengetahui tingkat keefektivan perusahaan dalam 

melakukan pemberian kredit kepada para konsumen. 

Semakin tinggi Receivable Turnover menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pula laba yang diperoleh 

perusahaan.
319

 Secara umum, perhitungan Receivable 

Turnover sebagai berikut. 

                     
         

                       
 

4) Inventory Turnover 

Inventory Turnover (perputaran persediaan) 

merupakan rasio yang dipergunakan untuk melakukan 

pengukuran berapa kali dana perusahaan berputar dalam 

satu periode. Semakin tinggi Inventory Turnover 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi pula persediaan 

yang berputar dalam satu tahun.
320

 Secara umum, 

perhitungan Inventory Turnover sebagai berikut. 

                    
         

                    
 

5) Working Capital Turnover 

Working Capital Turnover (perputaran modal kerja) 

merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya 

modal kerja yang berputar dalam satu periode. 

Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kelebihan modal kerja.
321

 

Secara umum, perhitungan Working Capital Turnover 

sebagai berikut. 

                        

  
         

                     
 

6) Fixed Assets Turnover 

Fixed Assets Turnover (perputaran aktiva tetap) 

merupakan suatu pengukuran keefektivan keputusan 

investasi perusahaan dalam mempergunakan dana untuk 

investasi aset tetap. Fixed Assets Turnover dipergunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap dalam 

mendukung penjualan perusahaan.
322

 Secara umum, 

perhitungan Fixed Asets Turnover sebagai berikut. 

                       
         

                    
 

7) Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk melakukan pengukuran perputaran 

aktiva dan pengukuran total penjualan yang didapatkan 

dari setiap aktiva. Semakin tinggi Total Assets Turnover 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi pula efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk 

menghasilkan penjualan.
323

 Secara umum, perhitungan 

Total Assets Turnover sebagai berikut. 

                       
         

                    
 

e. Investment Ratio 

Investment Ratio (rasio investasi) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memberikan imbalan kepada investor terhadap 

kegiatan investasi yang dilakukan pada jangka waktu 

tertentu.  

4. Tax 

a. Pengertian Pajak 

Menurut perspektif ekonomi, pajak memiliki arti sebagai 

sumber daya peralihan yang berasal dari sektor privat 

menjadi sektor publik. Definisi tersebut memberikan maksud 

bahwa pajak dapat menyebabkan perubahan pada dua situasi. 

Pertama, kemampuan individu mengalami pengurangan atas 

penguasaan sumber daya berupa penguasaan barang atau 

jasa. Kedua, adanya penambahan pendapatan negara untuk 

menyediakan barang dan jasa publik yang termasuk dalam 

kebutuhan masyarakat.
324

 

Salah satu pendapat pakar hukum pajak, Prof. Dr. H. 

Rachmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa: “Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 

ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, 

penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar 

bidang keuangan negara”.
325

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pajak harus 

didasarkan pada undang-undang yang susunan dan 

pembahasannya telah disetujui antara pemerintah dan DPR, 

sehingga ketentuan pajak tidak hanya atas kehendak 
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penguasa semata, namun pajak juga berdasarkan kehendak 

rakyat. Dalam hal ini subjek pajak tidak merasakan imbalan 

secara langsung, namun akan dirasakan secara bersama baik 

bagi yang membayar pajak maupun yang tidak membayar 

pajak.
326

 Pajak termasuk ke dalam salah satu aspek penting 

untuk mencapai proses pembangunan bangsa, termasuk 

Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan memiliki 

tujuan dalam rangka perwujudan dan peningkatan 

kesejahteraan bangsa.
327

 

b. Dasar Hukum Pajak 

Hukum pajak dapat didefinisikan sebagai seluruh 

peraturan yang terdiri dari kewenangan pemerintah dalam 

pengambilan kekayaan seseorang yang kemudian melakukan 

penyerahan kembali melalui kas negara, sehingga hukum 

pajak tersebut termasuk bagian dari hukum publik yang 

mengatur hubungan antara negara dan masyarakat atau 

perusahaan sebagai wajib pajak.
328

 Hukum pajak juga berarti 

bahwa kumpulan dari peraturan yang ditujukan untuk 

mengatur keterkaitan hukum antara negara (fiscus) sebagai 

pemungut pajak dengan masyarakat sebagai pembayar 

pajak.
329

 

Pembedaan hukum pajak ada dua, yaitu hukum pajak 

materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil 

meliputi segala hal yang berhubungan dengan siapa yang 

harus membayar pajak, siapa yang dikecualikan dalam pajak, 

serta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan hukum 

pajak formal meliputi segala hal yang berhubungan dengan 

ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak menjadi 

kenyataan yang awalnya hukum pajak materiil. Penjelasan 

hukum pajak materiil dan formal sebagai berikut.
330

 

1) Undang-Undang Pajak yang merupakan hukum pajak 

materiil 

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 
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b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah. 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 

Materiil. 

2) Undang-Undang Pajak yang merupakan hukum pajak 

formal 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

sebagaimana mengalami perubahan terakhir yaitu 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Undang-Undang ini mengalami 

perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

sebagaimana mengalami perubahan menjadi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

c. Macam-Macam Pajak 

Konsep pajak tidak hanya semata-mata untuk 

pengumpulan penerimaan negara yang dialokasikan pada 

pembiayaan pemerintah, akan tetapi pajak merupakan bagian 

dari konsep demokratis. Pajak sebagai tujuan demokratis 

harus melakukan alokasi beban pajak secara adil kepada 

masyarakat luas dan kestabilitasan ekonomi serta 

perwujudan kesejahteraan.
331

 Pajak dapat dikategorikan 

menjadi dua sebagai berikut. 

1) Pajak langsung 

Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan 

kepada wajib pajak setelah terbitnya Surat 

Pemberitahuan (SPT) pajak. Pajak langsung juga dapat 
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diartikan sebagai kohir yang pengenaannya kepada wajib 

pajak secara berulang dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi 

dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak 

kendaraan bermotor, dan sebagainya. 

2) Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya 

dikenakan kepada wajib pajak di waktu tertentu atau 

apabila terjadi suatu peristiwa kena pajak. Contohnya 

yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bea masuk, 

pajak ekspor, pajak hiburan dan sebagainya.
332

 

d. Insentif Pajak di Indonesia 

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa menjalankan 

kekuasaan negara dengan berlandaskan pada prinsip hukum 

yang baik dan adil.
333

 Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.
334

 Negara hukum yang 

dimaksud bahwa penyelenggaraan negara tidak didasarkan 

atas kekuasaan belaka (machtsstaat), melainkan adanya 

pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan hukum 

(rechtsstat).335
 Negara hukum di Indonesia menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila 

sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu 

nilai tersebut yaitu keadilan sosial.
336

 

Penegakan keadilan di Indonesia juga dilakukan dalam 

hal pemungutan pajak. Pajak yang telah ditetapkan 

pemerintah harus dibayarkan oleh wajib pajak baik orang 

pribadi maupun badan. Sehubungan dengan penegakan 

keadilan, pemerintah memberikan insentif pajak dalam 
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beberapa kondisi. Salah satunya ketika terjadi pandemi 

Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi telah 

meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan, salah satunya 

yaitu perekonomian. Sehingga banyak pelaku usaha baik 

pelaku usaha kecil maupun perusahaan besar yang 

mengalami penurunan profit. Meskipun demikian, 

pembayaran pajak tetap harus dilakukan oleh wajib pajak. 

Sistem perpajakan di Indonesia sangatlah memegang 

teguh pada prinsip keadilan dan kelayakan. Hal ini berarti 

bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 

sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan penghasilan 

yang diperoleh, serta adanya perhatian terhadap kelayakan 

atau tidaknya dikenakan pajak.
337

 Upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam penjaminan keselamatan ekonomi 

dilakukan dengan pemberian bantuan berupa insentif fiskal 

kepada dunia usaha maupun individu. Pemerintah telah 

menempatkan sekitar 0,5% hingga 0,7% dari Produk 

Domestik Bruto dalam bentuk keringanan pajak. Insentif 

fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak 

sebagai berikut.
338

 

1) Pemberian kebebasan atas pemberian fasilitas terhadap 

barang dan jasa yang dipergunakan dalam pengangan 

pandemi Covid-19. 

2) Pemberian kebebasan dari pemungutan pajak atau adanya 

potongan pajak penghasilan yang meliputi PPh Pasal 21, 

PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 25.
339

 

3) Pemberian kemudahan bagi barang impor yang 

mendukung pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri 

yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-

19. 

                                                           
337 Noor Safrina and Putriana Salman, “Dilema Pemerintah: Menghadapi Wabah 

Covid-19 Butuh Dana, Tapi Memungut Pajak Menjadi Tak Biasa,” JEB: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Bisnis 7, no. 3 (2021): 443. 
338 Fatimah, “Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19 Tidak Efektif Dan 

Optimal,” Pajakku, 2021, 

https://www.pajakku.com/read/5f76eecf27128775822390f6/Insentif-Pajak-Selama-

Pandemi-COVID-19-Tidak-Efektif-dan-Optimal, diakses pada tanggal 14 Januari 2023 
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4) Pemberian kebebasan bea cukai, tidak adanya pungutan 

PPN dan PPnBM, pemberian kebebasan atas pemungutan 

PPh Pasal 22 impor barang yang bisa digunakan untuk 

keperluan dalam menangani pandemi Covid-19, hal ini 

berlaku bagi komersil maupun non-komersil, dan 

sebagainya.
340

 

Dalam rangka merespon kasus perlambatan 

perekonomian akibat pandemi Covid-19, pemerintah melalui 

menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Intensif Pajak 

untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. PMK 

tersebut mengalami perubahan menjadi PMK Nomor 

44/PMK.03/2020. Kemudian diubah kembali menjadi PMK 

Nomor 86/PMK.03/2020, dan pada Agustus 2020 diubah 

kembali menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020.
341

 

Pemberian insentif ini merupakan salah satu respon 

pemerintah dalam memberikan kebijakan yang adil terhadap 

penurunan produktivitas pelaku usaha. Kementerian 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal 

ini memberikan beberapa stimulus atau fasilitas terkait 

perpajakan diuraikan sebagai berikut. 

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Penerima insentif ini yaitu wajib pajak yang 

memiliki status sebagai pegawai dari pemberi kerja. 

Sedangkan pemberi kerja yang dimaksud yaitu pemberi 

kerja yang mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU) sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran 

PMK 23 Tahun 2020. Pegawai yang memiliki insentif 

PPh Pasal 21 ini yaitu pegawai yang mempunyai 

penghasilan bruto di bawah atau tidak lebih dari 200 juta 

rupiah selama satu tahun. Hal ini berarti bahwa wajib 

pajak yang memiliki status sebagai pemberi kerja tetap 

melaksanakan kewajiban pelaporan SPT PPh Pasal 21 

dengan adanya pemberian penghasilan tambahan kepada 

wajib pajak yang memiliki status sebagai pegawai. 
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2) PPh Pasal 22 Impor 

Pembebasan pembayaran PPh Pasal 22 impor ini 

merupakan salah satu dampak adanya pembatasan 

barang masuk dari luar negeri guna mengurangi 

penyebaran virus, baik berupa penghentian sementara 

dari negara asal maupun suatu bentuk pengurangan 

belanja dari pelaku impor di Indonesia. Pemberian 

fasilitas oleh pemerintah ini diberikan kepada wajib 

pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 

22 Impor. 

3) Angsuran PPh Pasal 25 

Insentif PPh Pasal 25 ini merupakan pengurangan 

pembayaran angsuran sebesar 30% dari total angsuran 

yang harus dibayarkan selama 6 bulan ke depan.
342

 

Insentif ini diberikan karena banyak pelaku usaha yang 

mengalami penurunan aktivitas usahanya atau bahkan 

terhenti akibat perekonomian yang menurun. Kondisi 

seperti ini menyebabkan produktivitas wajib pajak 

mengalami penurunan, sehingga tidak adil apabila wajib 

pajak tidak diberikan insentif karena selama ini telah 

membayar angsuran jenis pajak ini. Wajib pajak secara 

otomatis akan mendapatkan insentif tanpa harus 

melakukan pengajuan pengurangan angsuran selama 

aturan berlaku. 

4) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Insentif PPN yang diberikan merupakan bentuk 

kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang telah ditentukan dalam PMK 23 

Tahun 2020. PKP eksportir dalam hal ini tidak ada 

batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi, 

sedangkan PKP non eksportir diberikan percepatan 

restitusi dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. 

Pemberian fasilitas yang tidak terbatas pada PKP 

eksportir mengingat besarnya penerapan tarif PPN yang 

selama ini berlaku bagi PKP eksportir.
343

 

                                                           
342 Novita Sari, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Kebijakan Pajak Dalam 

Membantu Perekonomian Pada Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam,” 

Holistic Journal of Management Research Volume 6, no. 2 (2021): 9. 
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Selain pemberian insentif terhadap pembayaran pajak, 

pemerintah juga memberikan beberapa relaksasi sebagai 

berikut. 

1) Penurunan tarif PPh badan 

Penurunan tarif PPh badan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebesar 22% di tahun 2020 dan 2021. Akan 

tetapi, perusahaan Go Public (Perseroan Terbuka) 

dengan keseluruhan saham yang diperdagangkan 

minimal 40%, serta memenuhi syarat tertentu, maka 

dapat dikenakan tarif pajak 3% lebih rendah dari tarif 

umum PPh badan. Artinya, PPh badan Go Public sebesar 

19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. 

2) Perpanjangan waktu terkait dengan administrasi 

perpajakan 

Relaksasi terkait administrasi perpajakan 

diperpanjang paling lama 6 bulan untuk jangka waktu 

pengajuan keberatan wajib pajak, jangka waktu 

penerbutan surat ketetapan pajak yang berhubungan 

dengan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, jangka waktu pemberian keputusan 

atas keberatan, serta jangka waktu permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 

Sedangkan relaksasi yang diperpanjang paling lama 1 

bulan yaitu jangka waktu pengembalian kelebihan bayar 

pajak. 

3) Pemberian fasilitas kepabeanan 

Pemberian fasilitas ini diberikan terhadap bea masuk 

untuk menangani pandemi Covid-19 sebagaimana diatur 

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian 

Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan 

atas Impor Barag untuk Keperluan Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019. 

4) Pajak atas transaksi elektronik 

Pemerintah mengenakan PPN terhadap Jasa Kena 

Pajak oleh platform luar negeri melalui Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPN, 

pemerintah juga menetapkan pemungutan pajak transaksi 

elektronik terhadap kegiatan PMSE oleh subjek pajak 
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luar negeri yang memperoleh pemasukan ekonomi di 

Indonesia yang signifikan.
344

 

Penerapan kebijakan insentif perpajakan dan kemudahan 

investasi oleh pemerintah juga memungkinkan kolaborasi 

antara sektor formal dan informal. Pemerintah bisa 

menetapkan kewajiban penerima insentif, terkhusus di sektor 

formal pada wajib pajak PPN DN untuk memberikan 

prioritas bahan baku, serta di sektor informal berupa pajak 

masukan dari wajib pajak. Hal ini memberikan kemungkinan 

adanya ketahanan sektor informal untuk terus beroperasi di 

tengah pandemi Covid-19 dikarenakan produk dan 

penawaran yang diberikan terjamin oleh permintaan dari 

sektor formal. 

Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan secara 

signifikan terhadap kepatuhan suka rela wajib pajak sera 

penegakan hukum secara adil dalam rangka menghindari 

terjadinya potensi penghindaran pajak maupun penggelapan 

pajak. Wajib pajak yang mampu seharusnya memberikan 

kewajiban pembayaran pajak dan memberi subsidi silang 

bagi wajib pajak lain yang terkena dampak pandemi Covid-

19. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk 

menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak, maka 

pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemberian 

sanksi apabila terjadi ketidakpatuhan atau pelanggaran.
345

 

e. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Tax Avoidance atau yang biasa disebut sebagai 

penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan yang dinilai 

tidak benar yang biasa dilakukan oleh wajib pajak terhadap 

adanya kewajiban membayar pajak. Tax Avoidance diartikan 

sebagai suatu usaha yang dipraktikkan perusahaan dalam 

rangka mencari keringanan beban pajak dengan cara tidak 

melakukan pelanggaran apapun yang ditetapkan dalam 

undang-undang yang berlaku (menghindari pajak).
346

 Tax 

Avoidance dinilai lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan 
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penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan celah 

hukum perpajakan.
347

 

Tax Avoidance dilakukan dengan pemahaman dan 

wawasan yang lebih mendalam mengenai peraturan 

perundang-undangan sehingga usaha dalam rangka 

melakukan keringanan beban pajak tidak akan dianggap 

sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. 

Tax Avoidance dapat didefinisikan dengan beberapa definisi, 

yaitu sebagai pembayaran pajak yang lebih sedikit daripada 

yang mungkin diminta oleh interpretasi hukum suatu negara, 

pembayaran pajak atas laba yang diumumkan di negara 

selain di mana mereka benar-benar memperoleh, atau 

pembayaran lebih lambat dari keuntungan yang diperoleh.
348

 

Tax Avoidance sering dipraktikkan oleh banyak 

perusahaan. Penyebabnya yaitu Tax Avoidance merupakan 

suatu praktik pengurangan pajak yang tetap sesuai dan 

mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya dengan 

pemanfaatan adanya pengecualian maupun suatu potongan 

yang diperkenankan ataupun menunda pembayaran pajak 

yang belum ada aturannya pada suatu peraturan dan sering 

dilakukan menggunakan kebijakan pimpinan perusahaan. 

Tax Avoidance dinilai merupakan suatu praktik yang cukup 

rumit. Hal ini dikarenakan Tax Avoidance diperbolehkan, 

namun di lain sisi praktik Tax Avoidance merupakan praktik 

yang sangat tidak diinginkan. Hal ini karena akan 

berpengaruh pada penerimaan pajak negara.
349

 

Tax Avoidance praktiknya sangat berbeda untuk 

perusahaan yang dikategorikan perusahaan kecil dan 

menengah dengan perusahaan besar. Pertumbuhan 

perusahaan juga berdampak pada praktik penghindaran 

pajak. Pertumbuhan perusahaan yang tinggi sebagai 
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penyebab melakukan penghindaran pajak.
350

 Perusahaan 

besar dengan kinerja keuangan yang lebih rendah dan rasio 

Leverage yang lebih rendah cenderung ke arah Tax 

Avoidance.
351

 Rasio Tax Avoidance dapat dihitung 

menggunakan beberapa proxy, antara lain: Accounting 

Effective Tax Rate, Current Effective Tax Rate, dan Cash 

Effective Tax Rate.
352

 Walaupun praktik Tax Avoidance dapat 

dinyatakan sah, namun pemerintah tidak menginginkan hal 

tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan praktik Tax Avoidance 

dapat menurunkan penerimaan yang akan diperoleh negara. 

Kegiatan penghindaran pajak atau Tax Avoidance ini 

sering dipraktikkan oleh orang yang ahli dalam bidang 

perpajakan karena tetap patuh dengan undang-undang yang 

berlaku.
353

 Di Indonesia sendiri, praktik Tax Avoidance 

merupakan permasalaahn yang cukup serius. Sebesar Rp110 

triliun setiap tahunnya diduga merupakan angka 

penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebesar 80% 

penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berasal 

dari badan usaha, sedangkan sisanya oleh perorangan. Wajib 

pajak badan usaha yang sering melakukan praktik Tax 

Avoidance yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

mineral dan batu bara, perusahaan asing, serta perusahaan 

yang berbadan hukum Indonesia tetapi merupakan 

kepemilikan asing.
354

 

Pengaruh karakteristik sistem perpajakan terhadap 

penghindaran pajak tergantung pada kekuatan insentif 
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manajemen untuk menghindari pajak.
355

 Sebagian besar 

perusahaan berhasil menghindari pajak dalam level yang 

cukup tinggi selama periode waktu yang berkelanjutan. 

Suatu penelitian dengan periode waktu sepuluh tahun dengan 

546 perusahaan menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, 

rata-rata tarif pajak efektif perusahaan sekitar 29,6%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa konsentrasi Tax Avoidance ada pada 

perusahaan.
356

 

Tingkat pendapatan bisnis yang tinggi mengindikasikan 

bahwa bisnis tersebut lebih rentan terhadap penghindaran 

pajak dibandingkan bisnis lainnya.
357

 Rasio pajak di 

Indonesia dapat menjelaskan adanya fenomena Tax 

Avoidance. Rasio yang menunjukkan besarnya penyerapan 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari penerimaan 

pajak oleh masyarakat disebut sebagai rasio pajak. Tarif 

pajak suatu negara disebut baik apabila tarif pajak negera 

tersebut juga tinggi. 

Praktik Tax Avoidance yang dipraktikkan oleh 

perusahaan tidak akan menimbulkan risiko bisnis. Sehingga 

risiko pajak tidak mempengaruhi risiko dari perusahaan 

tersebut. Dengan demikian, adanya risiko pajak tersebut 

tidak akan mempengaruhi risiko perusahaan. Hal ini 

disebabkan risiko pajak yang terjadi sebagian besar terjadi 

karena adanya pengaruh faktor-faktor yang berasal dari luar 

perusahaan.
358

 

 

B. Perspektif Islam tentang Teori 
1. Islamic Social Reporting 

Penyebutan Corporate Social Responsibility versi Islam 

yaitu Islamic Corporate Social Responsibility. Perwujudan 

Islamic Corporate Social Responsibility sebagai wujud tanggung 

jawab organisasi kepada masyarakat dan sebagai wujud tanggung 

jawab terhadap Allah SWT. Corporate Social Responsibility 
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versi Islam dapat dihitung menggunaan indeks Islamic Social 

Reporting. Implementasi Islamic Social Reporting sebagai 

pengungkapan dan wujud pertanggungjawaban yang bersumber 

pada prinsip dan falsafah dari Al-Quran dan hadis.
359

 

Tanggung jawab perusahaan dalam Islam bukanlah hal 

yang baru. Pada dasarnya, Allah SWT. memerintahkan umat-Nya 

untuk menjaga dan memelihara alam semesta sebagaimana dalam 

Q.S. Al-Araf ayat 56 sebagai berikut. 

بَ عْدَاِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفً وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحَْْتَ اللٰ ِ  الْاَرْضِ وَلَاتُ فْسِدُوْا فِِ 
 ۶۵قَريِْبٌ مِ نَ الْمُحسِنِيَْْ 

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi 

setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada 

orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-A’raf [7]: 

56).
360

 

 

Islam juga telah memerintahkan manusia untuk saling 

berbagi kepada sesama melalui pintu sedekah.
361

 Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. At-Taghabun ayat 

16 sebagai berikut. 

عُوْافاَت َّقُوا اللٰ َ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسَْْعُوْ  وَانَْفِقُوْا خَي ْراً لِانَْ فُسِكُمْ ۗ وَمَنْ ي ُّوْقَ  وَاَطِي ْ
 ۶۱شُحَّ تَ فْسِهِ فاَوُلْٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah menurut 

kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan 

infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan 

barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka 

itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. At-

Taghabun [64]: 16).
362
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Berdasarkan penjelasan ayat yang telah diuraikan, maka 

dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan manusia untuk 

menjaga alam semesta, yaitu bumi dan seisinya. 

2. Capital Intensity 

Capital Intensity merupakan aktivitas investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan terkait dengan investasi dalam aset 

permanen. Capital Intensity menunjukkan ukuran aset 

perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Capital 

Intensity dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan investasi yang berupa aktiva 

tetap (intensitas modal).
363

 Modal sangatlah penting bagi 

kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. 

dalam Q.S. Ali-‘Imran ayat 14 sebagai berikut. 

ءِ وَالْبَنِيَْْ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ  زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِ سَاٰۤ
ةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحيَٰوةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ  نْ يَا وَۗاللٰ   ۶۱الدُّ
Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta 

terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-

perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk 

dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan 

ternak dan sawah 114ariab. Itulah kesenangan hidup 

di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 114ariabl yang 

baik.” (Q.S. Ali-‘Imran [3]: 14).
364

 

 

Kata “mata’un” pada ayat Q.S. Ali-‘Imran ayat 14 

diartikan sebagai modal. Hal ini dikarenakan telah disebut emas 

dan perak, kuda yang bagus dan ternak (semuanya termasuk 

dalam bentuk modal lain). Sedangkan kata “zuyyina” 

menunjukkan pentingnya modal bagi kehidupan manusia. 

Rasulullah SAW. Menekankan pentingnya modal bagi kehidupan 

manusia dalam hadis sebagai berikut. 

                                                           
363 Eva Fauziah Ahmad, “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory 

Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” Jurnal 

Universitas Majalengka, 2017: 4. 
364 Alquran, Ali-'Imran ayat 14, Al-Quddus Al-Quran Terjemah, 50. 
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: لا حَسَدَ إلا في اثنتيْ» : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
، ورجل آتاه الله حِكْمَة،  رجل آتاه الله مالا، فسَلَّطهَ على هَلَكَتِهِ في الَحقِ 

عن النبي  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، .«فهو يقضي بها ويُ عَلِ مَها
رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به : لا حسد إلا في اثنتيْ» :صلى الله عليه وسلم قال

آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
حديث ابن  .متفق عليه: حديث ابن مسعود رضي الله عنه( )صحيح. )النهار

 ( .متفق عليه: عمر رضي الله عنه
Artinya:  Dari Ibnu Mas’ud- raḍiyallāhu ‘anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, 

“Tidak boleh hasad   (iri hati) kecuali pada dua orang: 

Orang yang Allah anugerahkan  baginya harta, lalu ia 

infakkan di jalan kebenaran, dan  orang yang Allah 

karuniakan hikmah (ilmu yang berdasarkan Al-Qur`ān 

 dan Sunnah), lalu ia memutuskan perkara/mengadili 

dengannya dan  mengajarkannya.”  Dan dari Ibnu Umar 

-raḍiyallāhu ‘anhumā-, dari Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa 

sallam- beliau bersabda, “Tidak boleh hasad (iri hati) 

kecuali kepada  dua orang; Orang yang Allah 

anugerahi hafalan Al-Qur`ān, lalu ia  salat dengan 

membacanya malam dan siang, dan orang yang  Allah 

karuniakan baginya harta, lalu ia menginfakkannya 

 siang dan malam.” (Hadis sahih – Muttafaq ‘alaih 

dengan dua riwayatnya(.
365

 

 

3. Inventory Intensity 

Inventory Intensity merupakan proporsi persediaan yang 

dimiliki perusahaan terhadap total aktiva perusahaan.
366

 Islam 

menjelaskan pentingnya persediaan dengan jumlah kebutuhan 

yang fluktuasi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

Q.S. Yusuf ayat 47 dan 48 sebagai berikut. 
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 فَمَا حَصَدْتمُّْ 
بلُِهِٰۤ اِلاَّ قلَِيْلًا ممِ َّا قاَلَ تَ زْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيَْْ دَابًَاۚ فَذَرُوْهُ فيْ سُن ْ

 ۶تَأْكُلُوْنَ 
Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh 

tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian 

apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di 

tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Q.S. 

Yusuf [12]: 47).
367

 

 

مْتُمْ لَهنَُّ اِلاَّ قلَِيْلًا ممِ َّا  ثَُُّ يََْتِْ مِنْْۢ بَ عْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََّْكُلْنَ مَا قَدَّ
 ۶تُحْصِنُ وْنَ 

Artinya: “Kemudian setelah itu akan 116ariab tujuh (tahun) yang 

sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu 

simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 

sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” 

(Q.S. Yusuf [12]: 48).
368

 

 

Selain itu, Islam juga sangat menganjurkan agar umat 

Islam aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk daam hal 

pengelolaan dan manajemen. Hal ini sebagaimana firman Allah 

SWT. dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 12 sebagai berikut. 

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالن َّهَارَ اٰيَ تَ يِْْ فَمَحَوْنآْ اٰيةََ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآْ اٰيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرةًَ 
تَ غُوْا  نِيَْْ وَالحِْسَابَۗ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ لِ تَ ب ْ فَضْلًا مِ نْ رَّبِ كُمْ وَلتَِ عْلَمُوْا عَدَدَ السِ 
 ۶۱تَ فْصِيْلًا 

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda 

(kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda 

malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang 

benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari 

Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun 

dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah 

Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 

12).
369

 

 

                                                           
367 Alquran, Yusuf ayat 47, Al-Quddus Al-Quran Terjemah, 240. 
368 Alquran, Yusuf ayat 48, Al-Quddus Al-Quran Terjemah, 240. 
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Islam memerintahkan untuk melakukan manajemen dan 

mengharuskan manajer agar berlaku adil serta menjauhi 

larangan-Nya. Islam memberikan perintah agar melakukan 

manajemen serta memperbolehkan pekerjaan manajer yang 

baik.
370

 Aktivitas perindustrian menurut perspektif Islam yang 

dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama akan menjadi 

sebagai nilai ibadah. Hal ini berarti bahwa kegiatan perindustrian 

yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan, juga sebagai 

wujud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, 

Islam juga memberikan kebebasan dalam kegiatan muamalah. 

Sehingga setiap individu dibebaskan dalam pembelian, 

penjualan, pertukaran serta produksi barang atau bahan dalam 

memenuhi kebutuhan. 

4. Profitability 

Profitability merupakan rasio yang dipergunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada suatu periode.
371

 Secara umum, Profitability dapat diartikan 

sebagai kemampuan dalam memperoleh laba atau keuntungan. 

Menurut perspektif Islam, Profitability berhubungan erat dengan 

pengelolaan harta (tamwil). Tamwil tidak hanya memiliki 

orientasi pada dunia saja, melainkan juga pada akhirat. Hal ini 

dikarenakan segala perbuatan yang dilakukan baik itu amalan 

yang baik maupun buruk, semuanya menjadi bekal di akhirat. 

Apabila pengelolaan harta dapat dilakukan sesuai dengan 

perintah Allah SWT., maka harta tersebut bisa menjadi penolong 

di akhirat.
372

 Oleh karena itu, Islam memerintahkan pengelolaan 

harta yang baik, termasuk cara memperolehnya. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 

sebagai berikut. 

ءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللٰ ِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ  وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِ سَاٰۤ
رَ مُسٰفِحِيَْْ ۗ فَمَا  تَ غُوْا بِامَْوَالِكُمْ مُُّّْصِنِيَْْ غَي ْ ءَ ذٰلِكُمْ انَْ تَ ب ْ

لَكُمْ مَّا وَراَٰۤ
اُجُوْرَهُنَّ فَريِْضَةً وَۗلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا  اسْتَمْتَ عْتُمْ بِهِ مِن ْهُنَّ فاَٰتُ وْهُنَّ 

َ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا   اِنَّ اللٰ 
تُمْ بِهِ مِنْْۢ بَ عْدِ الْفَريِْضَةِۗ  ۶تَ رَاضَي ْ

                                                           
370 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 
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Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan 

yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan 

(tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan 

Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu 

berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan 

untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah 

kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya 

kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak 

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling 

merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa 

[4]: 24).
373

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang 

perolehan harta yang dilakukan dengan jalan yang batil. 

Sebaliknya, Allah SWT. memperbolehkan jual beli yang 

dilakukan tidak dengan paksaan dan sama-sama senang antara 

pihak yang bersangkutan. Salain itu, Islam tidak hanya 

mengajarkan mengenai cara perolehan harta, akan tetapi juga 

mengarahkan pada cara pemanfaatan harta tersebut. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 95 

sebagai berikut. 

رُ اوُلِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فيْ سَبِيْلِ لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ  غَي ْ
 فَضَّلَ اللٰ ُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِامَْوَالهِِمْ وَانَْ فُسِهِمْ عَلَى 

اللٰ ِ بِامَْوَالهِِمْ وَانَْ فُسِهِمْۗ
ُ الْمُجٰهِدِ  سْنٰىۗ وَفَضَّلَ اللٰ  ُ الحُْ يْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۗ وكَُلاا وَّعَدَ اللٰ 

 ۶۹۵اَجْرًا عَظِيْمًاِۙ 
Artinya: “Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang 

tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur 

(halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat 

orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya 

atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang 

tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah 

menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang 

                                                           
373 Alquran, An-Nisa ayat 24, Al-Quddus Al-Quran Terjemah, 81. 
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yang duduk dengan pahala yang besar,” (Q.S. An-

Nisa [4]: 95).
374

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar membelanjakan harta untuk kebaikan di 

jalan Allah SWT. Hal ini adanya perhatian terhadap penghargaan 

yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada orang yang 

menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Seperti melakukan 

kegiatan jihad, zakat dan aktivitas 119ariab lainnya. Selain itu, 

harta juga tidak boleh digunakan secara boros dan berlebihan. 

Pemanfaatan harta harus lebih diperhatikan pada aspek 119ariab 

kemasyarakatan yang bermanfaatan secara luas.
375

 

5. Leverage 

Leverage adalah rasio dalam aspek utang perusahaan 

yang dipergunakan dalam pembiayaan operasional perusahaan. 

Leverage menunjukkan rasio penambahan utang untuk 

membiayai kegiatan investasi. Leverage mengukur sejauh mana 

perusahaan menggunakan utang.
376

 Hukum utang berdasarkan 

perspektif agama Islam diperbolehkan. Bahkan orang yang 

memberikan utang kepada pihak yang membutuhkan juga sangat 

dianjurkan dan disukai dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya 

sifat tolong menolong yang akan memberikan pahala yang besar 

pula.
377

 Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-

Maidah ayat 2 sebagai berikut. 

رَ اللٰ ِ وَلَا الشَّهْرَ الْحرََامَ وَلَا  ىِٕ
يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تحُِلُّوْا شَعَاٰۤ  الْهدَْيَ وَلَا يْٰٰٓ

تَ غُوْنَ فَضْلًا مِ نْ رَّبهِ ِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ  مِ يَْْ الْبَ يْتَ الْحرََامَ يَ ب ْ
ٰۤ
دَ وَلَآْ اٰ ىِٕ  الْقَلَاٰۤ

فاَصْطاَدُوْا وَۗلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَ وْمٍ اَنْ صَدُّوكُْمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ انَْ 
ا وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبرِ  وَالت َّقْوٰىۖ وَلَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْاِثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَۖات َّقُوا تَ عْتَدُ 
وْ 

 ۶۵اللٰ َ ۗاِنَّ اللٰ َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan 

qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia 

dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui 

batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 

Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 

2).
378

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar manusia saling tolong menolong. Hal ini 

disebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari 

orang lain. Utang merupakan kegiatan yang sering terjadi dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pencatatan 

terhadap transaksi tersebut untuk mengantisipasi adanya 

permasalahan di kemudian hari.
379

 Hal ini sebagaimana firman 

Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut. 

تُمْ بِدَيْنٍ اِلىْٰٓ اَجَلٍ مُّسَمَّى فاَكْتُ بُ وْ  هُ ۗ وَلْيَكْتُبْ يَْٰٰٓ ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓا اِذَاتَدَايَ ن ْ
ُ فَ لْيَكْتُبْ ۚ نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَايََْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللٰ   ب َّي ْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 
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telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 

menuliskan ....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).
380

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar melakukan pencatatan dalam transaksi 

muamalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengatasi 

apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Adanya 

pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti tertulis. 

6. Tax Avoidance 

Tax Avoidance atau yang biasa disebut sebagai 

penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan yang dinilai tidak 

benar yang biasa dilakukan oleh wajib pajak terhadap adanya 

kewajiban membayar pajak. Tax Avoidance diartikan sebagai 

suatu usaha yang dipraktikkan perusahaan dalam rangka mencari 

keringanan beban pajak dengan cara tidak melakukan 

pelanggaran apapun yang ditetapkan dalam undang-undang yang 

berlaku (menghindari pajak).
381

 Berdasarkan teori etika bisnis 

dalam Islam, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh setiap wajib pajak tanpa terkecuali, termasuk wajib pajak 

badan (perusahaan). Oleh karena itu, praktik Tax Avoidance 

merupakan suatu praktik yang dilarang dalam Islam. 

Adanya larangan praktik Tax Avoidance dalam Islam 

diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah 

menyatakan bahwa penghindaran pajak dilarang dengan adanya 

pertimbangan bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan 

pembayaran pajak maka akan berakibat pada adanya beban yang 

lebih besar bagi kelompok lain.
382

 Praktik Tax Avoidance yang 

dilakukan oleh berbagai perusahaan termasuk dalam kejahatan 

bisnis yang merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan 

etika bisnis Islam. Perusahaan tidak lagi memperhatikan nilai dan 

prinsip etika bisnis yang harus mereka jalani. Perusahaan dalam 

hal ini hanya mementingkan keuntungan yang hendak dicapai. 

Oleh karena itu, tanpa disadari begitu banyak pihak yang 

dirugikan oleh praktik Tax Avoidance tersebut, termasuk negara. 

Berdasarkan teori etika bisnis Islam dan fakta mengenai 

praktik Tax Avoidance, maka praktik Tax Avoidance tidak sesuai 

dengan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, pelaku bisnis 

                                                           
380 Alquran, Al-Baqarah ayat 282, Al-Quddus Al-Quran Terjemah (Kudus: CV. 

Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 47. 
381 Mardiasmo, Perpajakan: Edisi Revisi. 
382 M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000), 298. 
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(termasuk perusahaan) harus memperhatikan etika bisnis yang 

sudah diatur dalam Al-Quran dalam menjalankan kegiatan bisnis. 

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa 

ayat 29 sebagai berikut. 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلآَّْ انَْ تَكُوْنَ تِجَارةًَ عَنْ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَأْكُلُوْْٓا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ يْٰٰٓ
 ۶۹ضٍ مِ نْكُمْ ۗ وَلَا تَ قْتُ لُوْْٓا انَْ فُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللٰ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا تَ رَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Alah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4]: 

29).
383

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengajarkan 

umat manusia untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan 

yang batil.  Praktik Tax Avoidance merupakan salah satu 

perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena 

perusahaan secara sengaja tidak mengeluarkan pajak dalam 

jumlah yang sebenarnya. Praktik Tax Avoidance menyebabkan 

pelaku bisnis tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan 

kegiatan bisnis. Oleh karena itu, kegiatan bisnis yang sesuai 

dengan etika bisnis Islam tidak tercapai. 

Praktik Tax Avoidance yang terjadi tidak hanya 

memperhatikan etika dalam berbisnis, akan tetapi juga bisa 

memperhatikan adanya pengeluaran zakat sebagai solusi bagi 

perusahaan. Walaupun perusahaan melakukan praktik Tax 

Avoidance, perusahaan dapat meningkatkan jumlah zakat yang 

dibayarkan. Pembayaran zakat bermakna bahwa perusahaan tetap 

memperhatikan kesejahteraan negara dan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan pendapatan negara yang diperoleh dari dana zakat 

dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan masyarakat 

secara efisien. Praktik Tax Avoidance yang terjadi merupakan 

kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pokok etika bisnis 

Islam. Adapun prinsip pokok etika bisnis Islam yang 

bertentangan dan tidak sesuai dengan Tax Avoidance diuraikan 

sebagai berikut.
384
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a. Prinsip kejujuran 

Kejujuran merupakan syarat yang paling utama dalam 

kegiatan bisnis dalam Islam. Rasulullah SAW. sangat 

menganjurkan segala bentuk kegiatan bisnis dilakukan 

dengan mengedepankan kejujuran. Sebaliknya, Rasulullah 

SAW. melarang segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan 

dengan cara penipuan dan menimbulkan kerugian bagi orang 

lain, serta melanggar adanya syarat suka sama suka dalam 

kegiatan bisnis. Perusahaan yang melakukan praktik Tax 

Avoidance tentu melanggar dan bertentangan dengan prinsip 

kejujuran. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak 

mengungkapkan secara jujur keuntungan bisnis yang 

diperoleh perusahaan melalui skema-skema yang legal 

menurut undang-undang yang berlaku. 

b. Prinsip kesadaran mengenai signifikansi sosial dalam 

kegiatan bisnis 

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih 

berorientasi pada sikap ta’awun (tolong-menolong) demi 

terciptanya kemaslahatan bersama. Tax Avoidance yang 

dilakukan perusahaan merupakan upaya yang dilakukan agar 

utang pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hal 

ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kesadaran sosial 

dalam etika bisnis Islam. Jumlah pajak dengan nilai yang 

semestinya seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan 

masyarakat, menjadi lebih sedikit karena Tax Avoidance yang 

dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan tidak memperhatikan 

kepentingan sosial sebagai warga negara. 

c. Prinsip keadilan 

Keadilan merupakan bentuk kesadaran dan pelaksanaan 

untuk memberikan sesuatu sebagaimana mestinya kepada 

pihak lain, sehingga masing-masing pihak memperoleh 

kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi 

dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban. Prinsip 

keadilan dalam hal ini berhubungan dengan kesetaraan dalam 

melakukan pembayaran pajak. Setiap pelaku bisnis wajib 

membayarkan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan 

berdasarkan usaha dan penghasilannya. Tax Avoidance 

bertentangan dengan prinsip keadilan dikarenakan melalui 
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praktik Tax Avoidance, perusahaan telah berbuat tidak adil 

kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan 

tidak adil kepada negara karena pajak yang dibayarkan tidak 

sesuai dengan keuntungan sebenarnya yang diperoleh 

perusahaan. 

d. Prinsip niat baik 

Kegiatan bisnis memiliki tujuan baik sejak didirikan, 

sehingga tidak ada niat jahat terhadap pihak lain. Niat baik 

tersebut tercermin pada visi dan misi serta tujuan perusahaan 

yang hendak dicapai dalam kegiatan bisnis. Adanya praktik 

Tax Avoidance, jelas terlihat bahwa perusahaan tidak 

melakukan niat baik dalam menjalankan usaha. Hal ini 

terlihat sebagaimana perusahaan mengabaikan kesejahteraan 

suatu negara dengan sengaja melakukan Tax Avoidance. 

e. Prinsip amanah 

Sikap amanah merupakan salah satu sikap yang 

dianjurkan dalam melakukan kegiatan bisnis. Sebagaimana 

prinsip kejujuran, prinsip amanah juga erat hubungannya 

dalam kegiatan bisnis perusahaan. Amanah dalam kegiatan 

bisnis dapat diartikan bagaimana perusahaan mampu menjaga 

kepercayaan negara terhadap suatu perusahaan sebagai salah 

satu penunjang kesejahteraan suatu negara. Adanya praktik 

Tax Avoidance yang sengaja dilakukan menunjukkan bahwa 

perusahaan ingkar terhadap tanggung jawab bisnisnya dalam 

berkontribusi membangun negara dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Islam tidak memberikan pelarangan untuk memperoleh 

harta kekayaan. Akan tetapi, cara perolehan yang dilakukan 

secara obsesif atau berlebihan justru dapat mengesampingkan 

aspek spiritualitas manusia itu sendiri. Islam tidak memberikan 

kebenaran adanya akumulasi kekayaan yang berlebih hanya pada 

sekelompok orang atau golongan saja. Oleh karena itu, perolehan 

harta tidak boleh dilakukan dengan jalan yang melanggar aturan. 

Salah satunya yaitu adanya larangan bagi perkara-perkara yang 

termasuk ke dalam kategori yang memberikan kerugian bagi hak 

perorangan dan kepentingan sebagian orang atau seluruh 

masyarakat.
385

 Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

Q.S. Ali-Imran ayat 34 sebagai berikut. 
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يْعٌ عَلِيْمٌ ۚ  ُ سَِْ  ۶۳ذُر يَِّةً ْۢ بَ عْضُهَا مِنْْۢ بَ عْضٍۗ وَاللٰ 
Artinya: “(sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah 

(keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 

34).
386

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar akumulasi kekayaan tidak hanya pada 

sekelompok orang atau golongan saja. Hal ini dikarenakan umat 

Islam merupakan satu keturunan yang merupakan sekelompok 

dari yang lain. Selain itu, Islam juga melarang cara perolehan 

harta yang terpusat pada suatu golongan tertentu. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 

sebagai berikut. 

ُ عَلٰى رَسُوْلهِِ مِنْ اهَْلِ الْقُرٰى فلَِلٰ هِ وَللِرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰٰ وَالْيَ تٰمٰى  ءَ اللٰ 
مَآْ افَاَٰۤ

ءِ مِنْكُمْۗ وَمَ  آْ اٰتٰىكُمُ وَالْمَسٰكِيِْْ وَابْنِ السَّبِيْلِِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ْۢ بَ يَْْ الْاَغْنِيَاٰۤ
َ اِۗنَّ اللٰ َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ   الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَ هٰىكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوْاۚ وَات َّقُوا اللٰ 

۶ 
Artinya: “Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk 

beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 

(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar 

125ariable125 jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 

Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat 

keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7).
387

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar perolehan harta tidak hanya terpusat pada 

suatu golongan tertentu. Harta dapat dibagikan pula kepada 

kerabat, anak yatim, orang miskin, serta orang yang sedang 

dalam perjalanan. Sehingga harta yang beredar tidak hanya 
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berpusat pada orang kaya saja. Islam juga memberikan 

pelarangan terhadap perolehan harta dari hasil penipuan. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-An’am ayat 152 

sebagai berikut. 

هُ وَۚاوَْفُوا الْكَيْلَ  وَلَا تَ قْرَبُ وْا مَالَ  لُغَ اَشُدَّ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰ  يَ ب ْ
زَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِ فُ نَ فْسًا اِلاَّ وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ  وَالْمِي ْ

 ۶۱۵وَصٰ ىكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَِۙ ذَا قُ رْبٰٰۚ وَبِعَهْدِ اللٰ ِ اوَْفُ وْاۗ ذٰلِكُمْ 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai 

dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah 

sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah 

janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan 

kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An’am [6]: 

152).
388

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

memerintahkan agar melakukan transaksi secara jujur tanpa 

adanya penipuan serta tidak merugikan orang lain. Oleh karena 

itu, praktik Tax Avoidance yang terjadi tidak hanya dianggap 

sebagai kejahatan kriminal, akan tetapi juga suatu pelanggaran 

moral yang akan diberi sanksi kelak di hari kiamat. Terlebih lagi 

jika perilaku pembayaran pajak menyebabkan adanya 

pengurangan kemampuan finansial pemerintah untuk 

melaksanakan perannya secara efektif, maka pelaku Tax 

Avoidance telah menggagalkan realisasi maqashid syariah. 

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelsana ayat Al-

Quran, maka dapat diketahui bahwa praktik Tax Avoidance 

merupakan bagian dari lingkaran setan yang dilarang dalam 

Islam. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Taimiyah dengan 

pernyataan bahwa basis pajak, laju pajak, penghindaran pajak 

dan uang gelap merupakan bagian dari lingkaran setan. Semakin 

sempit basis pajak, maka semakin tinggi laju pajak. Tingginya 

laju pajak menyebabkan adanya keinginan yang besar bagi 

perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dan semakin 

besar pula volume uang gelap. Lingkaran setan ini tidak hanya 
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menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan 

mengurangi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga 

menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan 

regresif tidak langsung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

sebenarnya praktik Tax Avoidance bagi meraka yang mampu 

membayar pajak dirasa sangatlah besar, padahal nilai tersebut 

sebenarnya sedikit, sementara masyarakat yang tergolong miskin 

cukup banyak. 

 

C. Kerangka Berpikir 
Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh Islamic 

Social Reporting, Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitability 

dan Leverage yang diduga berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Secara skematis, kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 
Sumber: Berbagai jurnal, diolah 2023 

 

Pada gambar 2.1 menjelaskan mengenai hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh Islamic Social 

Reporting secara parsial terhadap Tax Avoidance, pengaruh Capital 

Intensity secara parsial terhadap Tax Avoidance, pengaruh Inventory 

Agency Theory 

Company 
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Company Characteristics 
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Intensity secara parsial terhadap Tax Avoidance, pengaruh 

Profitability secara parsial terhadap Tax Avoidance, serta pengaruh 

Leverage secara parsial terhadap Tax Avoidance. 


